
SALINAN

KOMISI PEMILIHAII UMUM
I(ABUPATEIT BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 3 1s/PL.O2.2-Kptl L5OB / KPU-Kab/XtI I 2Ot9

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal t huruf a

Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Al5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4
tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat
(2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2Ol7 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danlatau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor L5
Tahun 2A17 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, danf atau Walikota dan Wakil
Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bungo tentang Pedoman Teknis Pencalonan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun
2020;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko
dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan
mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a868);



v

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656)sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Und.ang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 8261, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2OL7 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot9 Nomor 1536);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun
2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2O2A {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 1511);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
Nomor 269 /PL.O2.2-Kpt/ 1 508/ KPU-Kab/X / 2Ol9
Tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun
2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
Nomor 267 |PP.AL.2-Kpt/ 1508/KPU-Kab/X l2Ol9
Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan
Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Bungo Tahun 2O2O;

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor l9l7 1PL.01.9-SD/O6/KPU /Ixl2O19, tanggal 3
September 2019, perihal Tahapan Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2A2A;

Memperhatikan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

b Bagian Hukum,

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 2096 /PL.02.4-SD /Ot /KPU lxl20 19 Tanggal 22
Oktober 2019, perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam
DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan
Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon
Perseorangan dan Penambahan Informasi pada
Formulir 8.1 KWK Perseorangan pada Pemilihan
Kepala Daerah Serentak 2O2O;

3. Berita Acara Nomor 113/PK.01-BA/ 1508/KPU-
Kab/lV l2Ol9 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat
Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019,
tanggal 2 April 2AL9;

4. Berita Acara Nomor 275 /PL.O2.2-BA/1508/KPU-
Kablxill2}lg Tanggal 12 Desember 2Ol9 tentang
Penetapan Juknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Bungo Tahun 2O2O

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN
2020;
Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2O2O, sebagaimana
tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Menetapkan Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bungo Tahun 2O2O, sebagaimana tercantum
dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 12 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

MUHAMMAD BISRI

ttd



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 3t5lPL.A2.2-
Kpt/ 1 s08/ KPU-Kab /XII I 20 t9
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2O2O;

PEDOMAN TEIfi{IS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN UIAKIL BUPATI BUNGO TAIIUN 2O2O

\.,



BAB I
PENDAHULUAN

B. MAKSUD DAN TUJUAIT
1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bogi penyelenggara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2A2O di semua tingkatan dan
para pemangku kepentingan di wilayah Bungo;

2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam
melaksanakan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo
Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pedoman teknis pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bungo Tahun 2O2O, meliputi :

1. Teknis pelaksanaan tahapan pencalonan pasangan calon
perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo
Tahun 2O2O;

2. Teknis pelaksanaan tahapan pencalonan pasailgan calon yang
diajukan partai politik dan/atau gabungan partai politik dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2O2O.

D. PENGERTIAN
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Bupati dan lllakil Bupati Bungo yang selanjutnya

disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan ralryat di
kabupaten Bungo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bungo
secara langsung dan demokratis;

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya
disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Ra1ryat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
yang diselenggarakan paling akhir;

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut KPU, adalah lembaga penyelenggar pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas
dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

A. LATAR BELAKANG
Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Bungo Tahun 2O2O dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:
1. Penyelenggara dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan

Wakil Bupati Bungo Tahun 2O2O dengan langsung, umum, bebas,
rahasia, serta jujur dan adil;

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Bupati dan
Wakil Bupati;

3. Para Pemangku kepentingan (stake holder) lainnya yang terkait
dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BUNGO
Tahun 2O2O.
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4. Komlsl Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut
KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang Pemilihan;

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo yang selanjutnya
disebut KPU Kabupaten Bungo adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

6. Panltia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK,

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bungo untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bungo untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau
sebutan lain;

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut
Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

9. Badan Pengawas Pemillhan Umum Provinsl yang selary'utnya
disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum
di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang
diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bungo yang selanjutnya
disebut Panwas Kabupaten Bungo, adalah panitia yang dibentuk
oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bungo.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut
Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas
Kabupaten Bungo yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan di wilayah kecamatan.

12. Pengawas Pemllihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL,

adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa atau
sebutan lain;
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13. Partai Polttik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai
Politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, y&ng secara bersama-sarna bersepakat
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

15. Pimpinan Partai Polttik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan
lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kahupaten/kota
adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para
Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau
kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang
bersangkutan;

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon
bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon
Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Bungo;

1"8. Bakal Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati yang selanjutnya
disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik
Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada
KPU Kabupaten Bungo untuk mengikuti Pemilihan;

19. Pasangan Calon Bupati dan Slakil Bupati yang selanjutnya disebut
Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi
syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;

20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
2l.Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani

pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan
administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan
hak asasi manusia;

23. Hari adalah hari kalender.

I. PRINSIP PIITYELENGGARA PEMILIHAIT
l. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan

berpedoman pada asas:
a. mandiri'
b. jujur;
c. adil;
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d. kepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi;
1. efektivitas; dan
m. aksesibilitas.

F. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2Ol9 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2OO8;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ot9 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

7. Surat KPU RI Nomor: l9l7 IPL.O1.g-SD/A6/KPU llxl2A19 tanggal
3 september 2Ol9 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan /atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O.
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BAB II
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON
1. Peserta Pemilihan adalah:

a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau

b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah
memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

2. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Bupati dan Wakil Bupati
dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, citacita Proklamasi Kemerdekaan 17

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau

sederajat;
d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak

penetapan Pasangan Calon;
e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan

narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh
dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan
Narkotika Nasional (BNN) ;

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara
meliputi:
1). terpidana karena kealpaan ringan (aipa levis);
2). terpidana karena alasan politik; atau

h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan
sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan
Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;

i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan
Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
1. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara;

n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak
pribadi;

p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati,
selama 2 (dua) kali rnasa jabatan dalam jabatan yang sama
untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:



1). penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan
jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa
jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa
jabatan kedua paling singkat selama 2 % (dua setengah)
tahun, dan sebaliknya;

2). jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1,

adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota,
dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil
Bupati/Walikota;

3). 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
a). telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
b). telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut

turut; atau
c). 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama

atau di daerah yang berbeda;
4). Perhitungal 5 (lima) tahun masa jabatan atar;- 2 % (dwa

setengah) tahun masa jabatan, dihitung sejak tanggal
pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang
bersangkutan; dan

5). ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai
dengan angka (4), berlaku untuk:
a). jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil

Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan,
dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/ Kota; atau

b). jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota karena perubahan nama provinsi atau
kabupaten/kota;

q. belum pernah menjabat sebagai:
1. Gubemur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di

daerah yang sama;
2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di

daerah yang sama; atau
3. Bupati lagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di daerah

yang sama.
r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi

Bupati atau Wakil Bupati yang berasal dari kabupaten/kota lain;
s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan

negara selama masa kampanye bagi Bupati, atau Wakil Bupati
yang mencalonkan diri di daerah yang sama;

t. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau
pejabat Walikota;

u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
sejak ditetapkan sebagai calon;
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v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain
sejak ditetapkan sebagai calon;

w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak
ditetapkan sebagai calon; atau

x. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU
Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan
PPS.

3. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi
penyandang disabilitas;

4. Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil
Bupati rnernpunyai hak, kesernpatan, dan menerima pelayanan
yara g setar a b erdasarkan p eraturan p erundang-undangan ;

5. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan
Wakil Bupati, secara demolratis dan terbuka sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau
peraturan internal masing-masing Partai Politik;

6. Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, secara
demokratis dan terbuka sebagairnana dimaksud pada ayat (21

mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi;
7. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon

Bupati dan Wakil Bupati, diutamakan bukan mantan terpidana
korupsi.

B. PERSYARATAN PENCALONAN
a. PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. KPU Kabupaten Bungo menetapkan persyaratan pencalonan
untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan
Keputusan KPU Kabupaten Bungo sebelum pengumuman
pendaftaran Pasangan Calon;

2. Persyaratan, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang memperoleh paling sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) dari
jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25o/o (dua
puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam
Pemilu Anggota DPRD Terakhir di daerah yang bersangkutan;

3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan
memperoleh paling sedikit 25o/o (dua puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya
berlaku bagr Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Anggota DPRD Terakhir
di daerah yang bersangkutan;

4. KPU Kabupaten Bungo menghitung syarat pencalonan, dengan
rumus:



a). syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Ral..f/at
Daerah hasil Pemilu Terakhir x 207o (dua puluh persen); dan

b). syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu
Terakhir x 25o/o (dua puluh lima persen);

c). dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan,
dilakukan pembulatan ke atas.

5. Keputusan KPU Kabupaten Bungo, didasarkan pada:
a). Keputusan KPU Kabupaten Bungo tentang penetapan

perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah; atau

b). Keputusan KPU Kabupaten Bungo tentang penetapan
perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bungo disampaikan kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai
Politik tingkat Kabupaten Bungo, dan Panwas Kabupaten Bungo;

7. Pirnpinan Partai Politik tingkat pusat rnenandatangani dan
melaksanakan pakta integritas pencalonan Bupati dan
Wakil Bupati sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3A ayat
(3), yang tercantum dalam formulir Model B. 1.2.KWK Partai
Potitik;

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat
mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon;

9. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk
membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan
Ca-lon;

10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan
kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan
mengikuti Pemilihan;

1 1 . Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah
mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten
Bungo, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;

l2.Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik
dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal
Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung
Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat
mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti;

13.Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan
dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Bungo, tidak dapat
mengundurkan diri sejak pendaftaran;

14.Da1am hal bakaf calon sebagaimana dimaksud poin 12
mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon
dan/ atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan
gugur;



b. PERSEORANGAN
1. KPU Kabuapten Bungo menetapkan persyaratan pencalonan

berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan
Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bungo;

2. Keputusan KPU Kabupaten Bungo, didasarkan pada jumlah
pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu
atau Pemilihan Terakhir;

3. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon
perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, adalah :

a). Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam
daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir
sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa
harus didukung paling sedikit 107o (sepuluh persen);

b). Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam
daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir
lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan
500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit
8,57o (delapan setengah persen);

c). Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam
daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir
lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000
(satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh
setengah persen); atau

d). Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam
daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir
lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling
sedikit 6,57o (enam setengah persen).

4. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 5oo/o (lima puluh
persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten yang
bersangkutan;

5. Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan
dilakukan pembulatan ke atas;

6. Dukungan hanya diberikan kepada I (satu) Pasangan Calon
perseorangan;

7. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk
yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau
Pemilihan Terakhir dan/ atau daftar penduduk potensial pemilih
Pemilihan;

8. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap
pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk
potensial pemilih Pemilihan, penduduk tersebut dapat
memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai
pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan.

lS.Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada poin 8, ditandatangani
oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik;

l6.Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada poin 9, ditandatangani
oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai
Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.



BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEIORAITGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PIRSEORAIIGAN
1. KPU Kabupaten Bungo mengumumkan jadwal penyerahan dokumen

dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan
dokumen dukungan;

2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan
melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan
pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Bungo;

3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan
selama 14 (empat belas) hari;

4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
a). Keputusan KPU Kabupaten Bungo mengenai ketentuan

persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon
perseorangan dan persebarannya;

b). tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon
perseorangan kepada KPU Kabupaten Bungo; dan

c). waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon
perseora.ngan.

5. Pasangan Calon perseorangan wqjib rnenyerahkan:
a). dokumen dukungan untuk rnernenutri persyaratan

pencalonan sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 9 dan
Pasal 1O; dan

b). palcta integritas yarag ditandatangani oleh bakal calon
perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sebagairnana
dirnaksud dalam Pasal 3A ayat (4), yang tercantum dalarn
formulir Model B. 1.2.KWK Perseor€mgan.

6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal
dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal sebagai
berikut:
a). hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen

dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu
setempat; dan

b). hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai
dengan pukul 24.AO waktu setempat.

8. Dokumen dukungan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 13
ayat (1) berupa :

a). surat pernyataan dukungan rnasing-masing pendukung
yang diternpel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Ele}<tronik atau dilarnpiri Surat Keterangan, rnenggunakan
formulir Model B. 1 -KWK Perseorangara;

b). surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang
mernuat tabel daftar narna pendukung, rnenggunakan
formutr Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan

c). rekapitulasi jumlah dukungan, rnenggunakan formulir
Model B. 2-KWK Perseorangan.
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9. Pasangan Calon wajib rnernasukkan data pendukung yang
tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi
Pencalonan dan disarnpaikan kepada. KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota;

10. Dokurnen dukungan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
kruruf b dan huruf c rnerupakan hasil cetak dari Sistern
Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal
Pasangan Calon perseoranagan dan dibubuhi materai;

11. Dokumen dukungan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b dikelornpokkan berdasarkan wilayah
kelurahan/desa atau sebutan lain;

12. Bakal Pasangan Calon perseoranagan mencanturnkan
rekapitulasi jumlatr dukungan sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) huruf c untuk:
a). setiap keluratran/desa atau sebutan lain dan kecarnatan

untuk Pernilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota; atau

b). setiap kelurahan/desa atan:. sebutan lain, kecamatan dan
kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.

13. Dalam ha1 Pernilihan dilaksanakan pada daerah pernekaran,
Kartu Tanda Penduduk Elelrtronik yang atau Surat Keterangan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan
oleh pernerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang
masih berada dalarn wilayah daerah pemekaran dan belum
dilakukan perubahan administrasi kependudukan;

14. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan
dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilarang dikeluarkan secara kolektif;

15. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokurnen
penyerahan d.ukungan kepada KPU Kabupaten/Kota. sesuai
dengan tingkatannya;

16. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rneliputi dokurnen:
a). Forrnulir Model B.1-KWK Perseorangan;
b). 1 (satu) rangkap asli hasil cetak 8.1.I-KWK Perseorangan

yang dicetak dari Sistern Informasi Pencalonan dan
ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu)
rangkap salinan; dan

c). 1 (satu) rangkap asli hasil cetak 8.2-I(WK Perseorangan
yang dicetak dari Sistern Inforrnasi Pencalonan;

17.Formulir Model B. I-KWK Perseorangan sebagairnana dimaksud
pada ayat (2) huruf a digunakan untuk verifikasi adrninistrasi
dan sebagai arsip KPU/KIP Kabupatenf Kota.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASAITGAN CALON PERSBORANGAN
1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan terdiri atas :

a). pengecekan syarat jurnlah dukungan dan persebarannya;
b). verifikasi administrasi;
c). verifikasi faktual;
d). penyerahan syarat dukungan perbaikan;
e). veri{ikasi adrninistrasi perbaikan; dan
f). verifikasi fal<tual perbaikan.

\-
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2. KPU Kabupaten Bungo melakukan melakukan pengecekan
terhadap syarat jurnlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan
persebarannya dengan cara:
a). rnenghitung jumlah dokurnen dukungan asli berupa

forrnulir Mode1 8.1-KWK Perseorangan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;

b). menghitung persebaran dukungan yang tercanturn dalarn
forrnulir Model 8.2-KWK Perseorangan sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan

c). rnengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya
yang tercanturn formulir Model 8.2-KWK Perseorangan
dengan pefirenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran;

3. Ddam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model 8.1-KWK
Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan
dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan
tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan;

4. Dalarn hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum
dalarn forrnulir Model 8.2-KWK Perseorangan tidak sesuai
dengan jumlah formulir 8.1-KWK Perseorangan dan fotokopi
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan,
Pasangan Calon perseorangan rnelakukan penyesuaian jumlah
dukungan dan persebaran dalam formulir Model 8.2-KWK
Perseorangan;

5. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model 8.2-
KWK Perseorangan dan rnernbubuhkan paraf pada hasil
perbaikan, kemudian melakukan input dokurnen pernbetulan
pada Sistem Inforrnasi Pencalonan sebelum rnelakukan analisa
kegandaan;

6. Bakal Pa.sangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas
untuk rnendampingt proses pengecekan dukungan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1);

7. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang
tercanturn pada dokumen sebagaimana dirnaksud dalam Pasal
17 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah
dukungan dan persebaran sebagairnana dimaksud dalarn Pasal
9 atau Pasal 10, dan/atau tidak rnemenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (1), KPU
Provinsi /KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
a). mernberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan;

dan
b). mengernbalikan seluruh dokurnen penyerahan dukungan

untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen
dukungan.

8. Dalam hal sarnpai dengan akhir masa penyerahan dan setelah
dilakukan pengecekan terhadap jurnlah dan sebaran dukungan
Bakal Pasangan Calon, dokurnen dukungan Bakal Pasangan
Calon tidak rrlemenuhi syarat dukungan, KPU Provinsi /KlP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota rnemberikan Berita Acara Model
BA. 1 -KWK Perseorangan;
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9. Da1am hal jurnlah dukungan dan persebarannya yarag
tercanturn pada dokurnen sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal
17 ayat (1) huruf a dan huruf b telah mernennhi syarat jumlah
dukungan dan persebaran, KPU Provinsi /KlP Aceh atau
KPU/KIP Kabupatenf Kota mernberikan tanda terirna
penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA. 1- KWK
Perseorangan;

lo.Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 17, KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
rnelakukan verifikasi administrasi;

1 l.Verifikasi adrninistrasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara :

a). mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan,
narna, jenis kelamin, ternpat dan tanggal lahir dan alamat
pendukung pada formulir Model 8.1-KWK Perseorangan
dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
Surat Keterangan;

b). verifikasi kesesuaian antara formulir Model 8.1- KWK
Perseorangan dengan daftar pernilitr tetap pada Pernilu atau
Pemilihan Terakh,ir dan/atau daftar penduduk potensial
pemilih Pemilihan;

c). verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan
daerah Pernilihan;

d). verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
e). verifikasi kesesuaian alarnat pendukung dengan wilayatr

administrasi PPS;
f). verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan

pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status
perkawinan; dan

g). verifikasi tertradap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal
Pasangan Calon perseorangan.

12.Da1am hal data Nornor Induk Kependudukan, nama, jenis
kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada forrnulir
Model 8.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elelrtronik atau Surat
Keterangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a)
dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi
syarat;

l3.Dalarn hal alarnat pendukung tidak sesuai dengan daerah
Pernilihan sebagaimana. dimaksud pada ayat (21 huruf c
dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi
syarat;

14.Dalarn hal alamat pendukung tidak sesuai dengan rnrilayah
administrasi PPS, sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf
e, du.krrngan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak rnernenuhi
syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon
perseorangan pada rnasa perbaikan dengan rnernindahka.n
dukungan tersebut sesuai dengan kelural.an/desa atam
sebutan lain;

l5.Dalarn tral syarat usia dan/atau status perkawinan sebagairnana
dirnaksud pada ayat (21 huruf f dinyatakan tidak sesuai,
dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak rnernenuhi
syarat;



16.Dalam hal pada formulir Model B. I-KWK Perseorangan terdapat
pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepohsian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa,
dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai
dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model
B. 1.1- KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan
verifikasi faktual;

l7.Dalam hal data pendukung pada formulir Model B. 1-KWK
Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu
Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak
sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu
atau Pemilihan terakhir dan/ atau daftar penduduk potensial
pemilitr Pernilihan, KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten / Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan
catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang
bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pernilih
Pernilihan;

18. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagairnana dirnaksud
pada ayat (8) dinas kependudukan dan catatan sipil
menyatakan bahwa:
a). data kependudukan pendukung benar, dukungan

dinyatakan memenuhi syarat;
b). data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan

tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenutri syarat;
dan

c). tidak dapat menyatakan kebenaran atas data
kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum
memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan KPU.

19. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, ditindaklaljuti
verifikasi faktual oleh PPS;

2O. Hasil koordinasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (9) dan ayat
(1O) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK
Perseorangan;

27. KPU Kabupaten Bungo men5rusun hasil verifikasi administrasi
ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan;

22. Berita Acara hasil verilikasi administrasi sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2), dibuat dalam 5 (lirna) rangkap asli
yaitu:
a). 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
b). 1 (satu) rangkap untuk PPK;
c). 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri

Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
d). 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi

atau Panwas Kabupaten/ Kota; dan
e). 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/ I(IP Aceh

atau KPU/ KIP Kabupaten / Kota.
23.Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan

sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),
dan ayat (9) huruf b, KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/ Kota w{ib membubuhkan paraf;

24. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada poin t huruf h terjadi apabila :

a). I (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali
kepada I (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
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b). dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
1). kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis

kelamin, alamat, Rukun Tetangga {RT)/Rukun Warga (RW),

tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
2). kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
3). (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu)

Bakal Pasangan Calon.
25. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada

poin 24 huruf b angka 1, dukungan hanya dihitung 1 (satu);
26. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada

poin 24 huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi
faktual oleh PPS;

27 . KPU Kabupaten Bungo menyusun hasil verifikasi dukungan ganda
dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan;

28. KPU Kabupaten Bungo menyampaikan salinan asli berita acara hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 17 kepada :

a). Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
b). PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.

29. KPU Kabupaten Bungo menyampaikan dokumen dukungan Bakal
Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan
ganda kepada PPS melalui PPK;

30. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen
dukungannya, sejak KPU Kabupaten Bungo menyampaikan dokumen
dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada poin 29;

31. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen
dukungan sebagaimana dimaksud pada poin 30, dukungan dimaksud
tetap dinyatakan sah;

32. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada
poin 9, PPS melakukan verilikasi faktual;

33. Verifikasi faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan kebenaran
dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan;

34. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas
peneliti dari Rukun Tetangga setempat sesuai kebutuhan;

35.PPS rnelakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap
ternpat tinggal pendukung yang telah dinyatakan rnernenuhi
syarat administratif untuk rnencocokkan kebenaran nama,
alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan
Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli. Dalam hal
pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang
bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat;

36. Dalarn hal pendukung menyatakan tidak memberikan
dukunganry&, pendukung rnengisi Lampiran Berita Acara.
Model BA.S-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom
keterangan tidak rnendukung dalam forrnulir Model 8.1.1-KWK
Perseorangara;

37. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya,
tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita
Acara Model BA.S-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan
sah;



\-,

38. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPl yang dinyatakan
secara tertulis bahwa pendukung tidak member dukungannya,
dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dalam hal
terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat
tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada
kolom keterangan;

39.Dalarn hal terdapat pendukung rnernberikan dukungan
kepada lebih dari 1 (satu) Bakaf Pasangan Calon, PPS
rnenanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya
terhadap 1 (satu) Baka1 Pasangan Calon, dan pendukung
rnembubutrkan tanda tangan/cap jernpol terhadap Bakal
Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung
atam tidak rnendukung Pasangarr Calon pada kolom
ketera.ngan dalam forrnulir Model 8.1.1-KWK Perseorangan
dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.S-KWK
Perseorangan;

4O. Ddam hal terdapat pendukung yang menyatakan
kebenaran dukungannya kepa.da lebih dari 1 (satu)
Pasangan Calon perseorarlgan, dukungan dinyatakan tidak
rnemenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak
rnendukrrng dalarn forrnulir Model B. 1. 1-KWK Perseorangan;

41. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar
mendukung lebih dari 1 {satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi
tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan
dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;

42. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat karena
hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada poin 37, poin 42,
poin 44, poin 45 dan poin 46, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual
mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau
Panwascam;

43. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan
kegiatan verifikasi faktual;

44. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud
pada poin 40, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara
berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim
penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh
pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat
yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung
tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran
dukungan;

45. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal
Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS

hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
46. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan

untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya
paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;

4V . Dalarn hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang
ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan
dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut
dicoret dari daftar dukungan;
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48. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal
Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena
pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi
dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim
penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menfasilitasi pelaksanaan
verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi;

49. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat
dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung
Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau
dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang
bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi
dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang;

S0.Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas
daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim
penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan
secara online dan seketika (real time| dengan menggunakan panggilan
video (uideo calt) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk
saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung
sebagaimana dalam verifikasi faktual secara offine;

51. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 54 dan poin
55 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak
memenuhi syarat;

52. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan
teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada poin 53, terdapat
keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Bungo melalui PPS

dan difaslitasi oleh KPU Kabupaten Bungo dapat melakukan verifikasi
kembali terhadap :

a). Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto
dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan uideo
call dilakukan; atau

b). keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang,
untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat
dihadirkan sebagaimana dimaksud pada poin 53.

53. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara
Model BA.S-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota PPS;

S4.Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
a). 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal PasanganCalon;
b). 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen

dukungan setiap Baka1 Pasangan Calon;
c). 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Bungo melalui PPK;

d). 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
e). 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

55. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil
veri{ikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah
menerima berita acara dari PPS;



56. Rapat pleno PPK dihadiri oleh:
a). Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
b). Panwas Kecamatan; dan
c). PPS.

57. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan
dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;

58. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan
mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK
Perseorangan;

59. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal
Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal
Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara
Model BA.6-KWK Perseorangan;

60. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara
Model BA.6-KWK Perseorangan;

61.Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
a). 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
b). 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Bungo;
c). 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
d). 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

62. KPU Kabupaten Bungo melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi
dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK

di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita
acara dari PPK;

63.Rapat pleno dihadiri oleh :

a). Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
b). Panwas Kabupaten Bungo; dan
c). PPK.

64. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten
Bungo dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti
pendukung;

65. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Bungo
melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara
Model BA. 7-KWK Perseorangan;

66. Dalam ha1 keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal
Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima,
Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara
Model BA. 7-KWK Perseorangan;

67. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara
Model BA. 7-KWK Perseorangan;

68. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

a). 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
b). 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Bungo; dan
c). 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Bungo.

69. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran,
harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU
Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya;



70. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
a). jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua)

kali dari jumlah kekurangan dukungan;
b). dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

berupa:
1). dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan

sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
2l'. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama

pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah
administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang
tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
dilampiri Surat Keterangan; dan

c). Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau
sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan
dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.

71. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, harus dilengkapi
pada masa perbaikan;

72. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, meliputi dokumen :

a). formulir Model 8.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
b). 1(satu) rangkap asli hasil cetak B.1.I-KWK Perseorangan

Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan
ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap
salinan; dan

c). 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan
yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

73. Formulir Model 8.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk verifikasi
administrasi, dan sebagai arsip KPU/KIP KabupatenlKota;

74. KPU Kabupaten Bungo melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan hasil
cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk
dilakukan verifikasi faktual perbaikan ;

75. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disaksikan
oleh:
a). Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
b). Panwas Kabupaten/Kota.

76. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu
Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pendukung
yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang sesuai alamat
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat
digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran
dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan;

77 . KPU Kabupaten Bungo sesuai dengan tingkatannya melakukan
pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan
menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17'

78. Dalam ha1 berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud iada ayat
(1) perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
a) . mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan

dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Provinsi/KlP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
melakukan verilikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan;
atau

\-
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b). tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan
dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan
Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi
perbaikan;

79. KPU IKIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi
perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21;

80. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah
memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan
yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan
pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat;

81. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan Bakal Pasangan
Calon:
a). dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan

persebaran, KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota
melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau

b). dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan
dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual
perbaikan.

82. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32C ayal (3) PPS melakukan verifikasi faktual
secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon
perseorangan danlatau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk
menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau
sebutan lain untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan;

83. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (21 sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11)
sampai dengan ayat (14), Pasal24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26;

84. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan;

85. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK
melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan
menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal
28;

86. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 Hari sejak menerima hasil
verifikasi faktual dari PPS;

87. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota
melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan
Wakil Wati Kota dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dan Pasal 30;

88. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupatenf Kota, KPU
Provinsi/KlP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi
perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32;

89. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), dukungan Bakal Pasangan Ca-lon perseorangan Bupati dan
Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil WaIi Kota dinyatakan :
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a). telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran,
KPU/KIP KabupatenlKota. menyatakan perbaikan dukungan
Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota pada masa pendaftaran; atau

b). tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan
Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota pada masa pendaftaran.

90. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon
perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual
dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah
dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat
diganti dengan calon lain;

91. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon
perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada
poin 74, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

92. CaIon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi
faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan,
dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak
calon tersebut berhalangan tetap;

93. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada poin 76 meliputi
keadaan :

a. meninggal dunia; atau
b. tidak mampu melaksanakan tugas secara perrnanen.

94. KPU Kabupaten Bungo mengumumkan calon pengganti kepada
masyarakat. Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak
masa penggantian calon berakhir;

95. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya
sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon
peserta Pemilihan;

96. KPU Kabupaten Bungo melakukan verifikasi persyaratan pencalonan
paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima;

97.Baka1 Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses
verifikasi administrasi, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak
dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
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PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PEITGUMUMAIT DAN PENDAT"TARAN
1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan

keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik
tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;

2. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan
permintaan KPU;

3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat
daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada Pimpinan
Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa
pendaftaran Pasangan Calon;

4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan
keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi
dan/atau daerah kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan
permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada poin sampai dengan 1

(satu) hari sebelum masa pendaftaran;
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi

dan/atau daerah kabupaten/kota tidak dapat dilakukan perubahan,
sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal
Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
a). terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap,

yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan
yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan
tetap; atau

b). te{adi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan
kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau daerah
kabupaten/kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam
pendaftaran Pasangan Calon.

6. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan
keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten Bungo sebelum masa pendaftaran Pasangan
Calon;

7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah
kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat
pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat
kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi
sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;

8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan
sebagaimana dimaksud pada poin 4 dan poin 7, Partai Politik tidak
dapat mendaftarkan Pasangan Calon;

9. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat,
tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada poin 2, poin 4 atau poin 7, menjadi
pedoman bagi KPU Kabupaten Bungo dalam penerimaan
pendaftaran Bakal Pasangan Calon;

\-
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10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan
Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam pada poin
1 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU

Kabupaten Bungo menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon
berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan
kepengurusan Partai Politik;

1 1. KPU Kabupaten Bungo mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan
Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau
laman KPU Kabupaten Bungo sesuai dengan jadwal sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

12. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon,
dicantumkan :

a). keputusan KPU Kabupaten Bungo;
b). waktu penyerahan dokumen; dan
c). tempat penyerahan.

13. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari
terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran;

14. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai

berikut :

a). hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai
dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan

b). hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.OO

waktu setempat.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Bungo

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
kepada KPU Kabupaten Bungo selama masa pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada poin 13;

16. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada poin 15 tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai
Politik tingkat daerah kabupaten Bungo, pendaftaran Bakal
Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik tingkat pusat;

17. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi
persyaratan :

a). ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
b). menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan

Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
c). menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan

Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat;

d). menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat
tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Bakal
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;



e). menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat
atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat
kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota; dan

f). menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3A ayat (3) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik tingkat pusat.

18. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai
Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan
pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan
wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat
kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon;

19. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagainana
dimaksud pada ayat (3) huruf c berhalangan, surat persetujuan
Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat
pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme
pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;

20. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota jika:
a). memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10; dan
b). menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3A ayat (4) yang ditandatangani oleh bakal calon
perseorangan.

21. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU
Kabupaten Bungo selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada poin 13;

22. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal
Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran;

23. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon
memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi
pencalonan;

24. DaJam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau
salah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada
saat pendaftaran, Partai Politik ata.u Gabungan Partai Politik, atau
Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali
ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat
dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal
calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan
pencalonan, KPU Kabupaten Bungo menyatakan tidak menerima
pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan
mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;



26. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU
Kabupaten Bungo bertugas :

a). menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik atau perseorangan;

b). meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon;

c). meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :

l). keabsahan terhadap dokumen syarat calon dan surat
persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dengan berpedoman
pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU; dan

2). keabsahan terhadap dokumen Keputusan Pimpinan Partai
Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik
tingkat kabupaten Bungo dengan berpedoman pada
kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten yang
disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi; atau

3). kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat
kabupaten/kota.

d). berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Bungo mencatat
penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model
TT. 1-KWK, yang berisi:
1). nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
2). nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat

pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat
provinsi sebagaimana dimalsud dalam huruf c;

3). nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat
pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang
diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat kabupaten
Bungo, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal atau narna lain Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat;

4). hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon;

5). alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor
telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing
kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan
Bakal Pasangan Calon; dan

6). jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon.

e). meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan
persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon
perseorangan;



f). berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Bungo mencatat
penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran
formulir Model TT.I-KWK, yang berisi :

1). nama lengkap bakal calon;
2). hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon;
3). alamat dan nomor telepon bakal calon;
4). jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon; dan
5). dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan

bakal calon.
g). menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Bungo,

dan kecamatan;
h). memberikan formulir kepada Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan

i). memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani,
rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit
yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bungo kepada Bakal
Pasangan Calon.

27. Dalam hal terdapat I (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan
Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten
Bungo menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian
dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan
mencatatnya dalam berita acara;

28. KPU Kabupaten Bungo mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada poin 24 dalarr, dokumen persyaratan
pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai
Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten Bungo dan
dituangkan dalam Berita Acara;

29. KPU Kabupaten Bungo menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon
dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran
Calon dan menuangkan dalam Berita Acara;

B. DOKUMEN PERSYARATAN PEI{CALONAN DAN PERSYARATAN CALON
1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada
KPU Pro'.rinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:
a). surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh

Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang
bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan
tingkatannya, yang menyatakan :

1). sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota;

2). tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota yang akan didaftarkan;



3). sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses
Pemilihan; dan

4). naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wdi Kota telah sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan
formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya.

b). surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon
perseorangan yang menyatakan :

1). mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota; dan

2). naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota telah sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir
Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya.

c). surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon,
sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1,
huruf g, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf
t, huruf u, huruf v dan huruf w menggunakan formulir Model
BB.1- KWK;

d). surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi
keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang
berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota;

e). surat pemyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 4
ayat (1) huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah
sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
1). bagt Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani

pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf f1 wajib menyerahkan:
- surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional

yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana
yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai
buktinya;

- salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap; dan

- surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa
terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2). bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, wajib menyerahkan:
- surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional

yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan
Terpidana dengan disertai buktinya

- surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang
bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang
dari :
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* Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur;

* Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

t Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan
diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili dan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di provinsi
lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau

{. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi
yang tidak sesuai dengan domisili

3). surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari
kepala lembaga permasyarakatan;

4).. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat,
cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga
pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang
bebas; dan

5). putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
0. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;

g). surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal
calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, yang
dikeluarkan oleh :

1). Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur;

2). Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang wilayah
kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang
bersangkutan;

3). Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di
daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili, dan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai
dengan domisili; atau

41. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan
diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai
dengan domisili.

h). surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa
laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf k;

i). surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorarlgan dan/atau secara badan hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 1;

\-



j). surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan
persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l)
huruf m;

k). fotokopi kartu Nomor Pokok W4iib Pajak (NPWP) atas nama calon,
tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon,
untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib
pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan
terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufn;

l). keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati atau penjabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai
penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota
sebagai bukti pemenuhan persayaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufs;

m). daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon
dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai
Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagr calon
Perseoran gan menggunakan formulir Model BB. 2 - KWK;

n). fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
o). fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah

dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 ayat (l) hurufc;

p). naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang
ditandatangani Pasangan Calon;

q). daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota,
dan/ atau kecamatan; dan

r). pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter
x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan
hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran
10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua beias koma dua)
centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta
soficopg.

2. bag1 bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai
menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi
syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan
Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat
5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran wajib menyerahkan :

1). surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang
menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur
mengemukalan kepada public sebagai Mantan Terpidana dengan
disertai buktinya;

2). surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang
bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:



a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur; atau

b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3). surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari
kepala lembaga permasyarakatan ;

4). surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat,
cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan
pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan

5). putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6). surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon yang
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7). surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal
Calon pemah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang
dikeluarkan oleh :

a). Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubemur dan Wakil
Gubernur; atau

b). Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah
kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang
bersangkutan;

8). surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa
Iaporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon menyerahkan daftar kekayaan
pribadi;

9). surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseor€rngan dan / atau secara badan hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

10).surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan
persyaratan calon;

1l).fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon,
tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon,
untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib
pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan
terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;



l2).keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai
penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota
sebagai bukti pemenuhan persayaratan calon apabila berstatus
sebagai penjabat Gubemur, penjabat Bupati atau penjabat
Walikota;

13).daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon
dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai
Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon
Perseorangan menggunakan formulir Model BB. 2-KWK;

I 4).fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
lS).fotokopi IjazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah

dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon berpendidikan paling rendah
sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

16).naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yarrg
ditandatangani Pasangan Calon; (42 /l lq)

17).daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau
kecamatan; dan

l8).pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 x 6 cm (empat kali
enam sentimeter) berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam
putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 x
15,2 cm (sepuluh koma dua kali lima belas koma dua sentimeter)
atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta soficopg.

3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana
dimaksud pada poin t huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh
Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan
dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan
kepengurusan Partai Politik yang sah;

4. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana
dimaksud pada poin t huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh
bakal calon perseorangan;

5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin t huruf c
dilengkapi:
a). surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus

Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang
mencalonkan diri di daerah lain;

b). surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;

c). surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d). surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil
bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati, atau penjabat Walikota;



e). tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan hurufd; dan

f). surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pemyataan
berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan
huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang
disampaikan kepada KPU Kabupaten Bungo paling lambat 5 (lima)
hari sejak ditetapkan sebagai calon.

6. Pasangaa Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada poin t huruf c kepada :

a). Panwas Kabupaten/ Kota;
b). pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
c). menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

7. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi:
a). Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang

persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model
B.1-KWK Parpol; dan

b). dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayal(ll.

8. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:
a). berita acara rekapitulasi hasil verilikasi dukungan Pasangan Calon

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

b). dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon
perseor€rngan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal
Pasangan Calon;

10. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan;

11. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud pada poin 1, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan
huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan;

12. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon
sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibuat dalam 2 (dua) rangkap,
meliputi:
a). 1 (satu) rangkap asli; dan
b). 1 (satu) rangkap salinan.



BAB V

A.PEI{ELITIAN PERSYARATAT{ PEITCALONAIT DAN PERSYARATAN
CALON
1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia,

Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi
Indonesia untuk menyusun :

a). standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika; dan

b). standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan
dengan Keputusan KPU.

2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani,
dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan
secara jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten Bungo;

3. KPU Kabupaten Bungo berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter
Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi
Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan
yang terdiri atas;
a). dokter;
b). ahli psikologi; dan
c). pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal

dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter
Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.

4. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas :

a). ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
b). anggota.

5. KPU Kabupaten Bungo menyampaikan :

a). standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan; dan

b). standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan
Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan bakal Pasangan Calon dan balal Pasangan Calon
perseorangan.

6. KPU Kabupaten Bungo menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah
atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan
rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU
Kabupaten;

7. KPU Kabupaten Bungo menyampaikan nama rumah sakit pemerintah
yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan
Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan
untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas
penyalahgunaan narkotika;

8. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan
kesimpulan yang menyatakan :

a). calon marnpu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
b). positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang

ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAIT PENCALOilAN DAN
PERSYARATAN CALON



9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri
seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten
Bungo, sebagai pemenuhan kelengkapan persy€rratan calon;

10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final
dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

1 1. KPU Kabupaten Bungo melakukan penelitian persyaratan administrasi
terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon
paling lama 7 (tujuh) hari;

12. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan
lampirannya;

13. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan /atau laporan masyarakat,
terbukti bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wati Kota yang didaftarkan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta
integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf e,
Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan;

14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/ atau laporan masyarakat,
terbukti bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dapat diganti
dengan Bakal Calon baru;

15. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi
penelitian terhadap :

a). cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai
Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;

b). tanda tangan Pasangan Calon;
c). materai; dan
d). kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU

ini.
16. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah

lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan :

a). fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggr yang
bersangkutan;

b). legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri
atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau
swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan

c). legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi
Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah
pergurr.an tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi
swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

17. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan
sekolah lain, fotokopi ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal
Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan
kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan
agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

18. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang
bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib
menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/ Surat Tanda Tamat
Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan;



19. Dalam 1nal ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang
bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat
Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib
menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh
instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan
atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud
pernah berdiri;

20. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang
diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang
bersangkutan danf atau instansi yang menyelenggarakan urusan
pendidikan;

21. Pengesahan fotokopi dazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang
diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional
dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan danlatau instansi
yang menyelenggarakan urusan pendidikan;

22.Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang
diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang
berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan;

23. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud pada poin 11, surat keterangan catatan kepolisian terdapat
catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Bungo melakukan klarifikasi
ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya
putusan yang berkekuatan hukum tetap;

24.Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap,
KPU Kabupaten Bungo melakukan klarifikasi ke Lembaga
Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang
bersangkutan:
a). pernah dipidana penjara; atau
b). telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

sebelum jadwal pendaftaran.
25. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat

terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau
persyaratan calon, KPU Kabupaten Bungo dapat melakukan klarifikasi
kepada instansi yang berwenang;

26. KPU Kabupaten Bungo dan instansi terkait menuangkan hasil
klarifikasi dalam berita acara;

27. KPU Kabupaten Bungo menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada poin 11 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan
mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi;

28. Dalam ha1 berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan
pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap
dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat,
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon
perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak
pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Bungo;



\-

29. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau
Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan
narkotika;

30. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak
memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas
penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang
bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan
Calon baru;

31 . Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada
masa perbaikan;

B. PERBAII(AN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan

Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan
terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU
Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP KabupatenlKota pada masa
perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi
diterima;

2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dilakukan hanya terhadap dokumen yallg dinyatakan belum
lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat
pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (1);

3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan
Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon;

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan
dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan
memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon;

5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan
Calon, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan prosedur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;

6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40, KPU Provinsi/KlP Aceh atau Kabupaten/Kota mencatat
penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan
tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK;

7. KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU lKlP KabupatenlKota menuangkan
hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima
dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

C. PENELITIAN HASIL PERBAII{AIV PERSYARATAIT PENCALONAN DAN
PERSYARATAIT CALON
1. KPU Kabupaten Bungo melakukan verifikasi terhadap perbaikan

persyaratan ca1on, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima
perbaikan;



2. Verilikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang
telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat
rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Bungo
atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas
kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang
mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan
obyek masalah yang dilaporkan;

3. Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Bungo atau
laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten
Bungo dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang
atau kepada Fimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Bakal Pasangan Calon;

4. Hasil verilikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP
Perbaikan-KWK dan lampirannya;

5. KPU Kabupaten Bungo mengumumkan kepada masyarakat dan
menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan;

6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasalgan Calon dinyatakan belum
lengkap dan/ atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon
tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon
sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon
dinyatakan tidak memenuhi syarat;

7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon
dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak
mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan
susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Bungo melakukan
klarilikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya
atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di
tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah
Tangga (ART) Partai Politik;

9. KPU Kabupaten Bungo meneliti keabsahan dokumen kepengurusan
berdasarkan hasil klarifikasi;



\-
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BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Bungo menetapkarl hasil verifikasi persyaratan
pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta
Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita
Acara Penetapan Pasangan Calon;

2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Kabupaten Bungo menetapkan
Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Bungo;

3. KPU Kabupaten Bungo mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon
dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Bungo;

4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Pegawai Negeri Sipil wqiib menyampaikan keputusan pejabat yang
berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Bungo paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;

5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil
Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan
keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati,
Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Bungo
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;

6. Bagi Calon yang berstatus sebagai, penjabat Bupati, atau penjabat
Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai
Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Bungo paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum hari pemungutan suara;

7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan
keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU
Kabupaten Bungo paling lambat 30 ttiga puluh) hari sebelum hari
pemungutan suara;

B. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
poin 4, poin 5 dan poin 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa
pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi
syarat;

9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan
yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada poin 8, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti;

10. KPU Kabupaten Bungo melakukan pengundian nomor urut Pasangan
Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;

11. Rapat pleno KPU Kabupaten Bungo dihadiri oleh :

a). Pasangan Calon;
b). wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan

Pasangan Calon;
c). Pasangan Calon perseorangan;



d). Tim Kampanye;
e). Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
0. media massa; dan
g). tokoh masyarakat.

12. Pasangan Calon w4jib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut;
13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno

dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan,
pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar
Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye;

14. Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari
Pasangan Calon;

15. KPU Kabupaten Bungo mengumumkan hasil pengundian nomor urut;
16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat

suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam
Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan;

17. KPU Kabupaten Bungo menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon
dalam daftar Pasangan Calon;

18. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara
Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon;

19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan
Keputusan KPU Kabupaten Bungo;

20. KPU Kabupaten Bungo mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan
Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua)
hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon;

21. Penetaparl dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat;
22. Nomor urut dan daftar narna Pasangan Calon peserta Pemilihan yang

ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :

a). mencetak surat suara;
b). keperluan kampanye; dan
c). dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan

suara.
23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat

negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan
Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari
pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bungo;

24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan
harta kekayaan pribadi/pejabat Negara, Pasangan Calon dapat
memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Bungo untuk
mengumumkan;

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan
Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon
setelah penetapan Pasangan Calon;

26. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang
mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
oleh KPU Kabupaten Bungo;

27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon
dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon
pengganti;

\-



28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon

dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur

sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon

dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan
diumumkan kepada masyarakat;

29. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut
Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan;

30. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak

ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU

Kabupaten Bungo;
31. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur

dan tidak dapat diganti;
32. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon

perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-
undang tentang Pemilihan.

\-



\-,

BAB \rII

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Potitik

atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal :

a). dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
b). berhalangan tetap; atau
c). dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetaP.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan :

a). meninggal dunia; atau
b). tidak mampu melaksanakan tugas secara perrnanen.

3. Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan
dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat;

4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara

permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit
pemerintah;

5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada poin t huruf a dapat dilakukan pada tahap sebagai

berikut :

a). sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
b). sebelum penetapan Pasangan Calon.

6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada poin t huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap
sebagai berikut :

a). sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
b). sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
c). sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari

sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon

atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan,
berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah
kedudukan :

a). calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
b). calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.

9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian
bakal calon, harus mendapat persetujuan Fimpinan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

L0. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud padapoin 7 tidak
mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi
Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik;

1, 1. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat
kesehatan dilakukan pada masa perbaikan;

12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :
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a). Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengqjukan calon
pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon

dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

b). Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik
dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti

sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c). dalam hal Partai Politik atau Gabungan Parta.i Politik menarik
dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;

d). dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak
mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang

tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan
gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau
Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon

lain;
e). dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap

atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh
sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti,

salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap
atau tidak ddatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

0. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap
atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU

Kabupaten Bungo wajib mengumumkan kepada masyarakat.
13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan

tetap atau ddatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada poin t huruf b
dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a). dalam ha1 Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau
dijatuhi pidana berdasarkan Futusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan
tidak dapat mengikuti Pemilihan;

b). calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7
(tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak
pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

c). dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti,
salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak
berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah berkekuata hukum tetap dinyatakan
gugur;
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d). dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan

berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu
29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau

calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu

calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak
dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

e). dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan
yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten
Bungo wajib mengumumkan kepada masyarakat.

14. Dalam hal terdapat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terbukti tidak
sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A
ayat (3) dan ayat (4) setelah penetapan daftar Pasangan Calon, KPU
Provinsi/KlP Aceh dan KPU /KlP Kabupaten/Kota mencoret nama calon
yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon;

15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorzrngan tidak
dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai
dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

16. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 12 huruf e

dan poin 13 huruf d, KPU Kabupaten Bungo melanjutkan Pemilihan
dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan
tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;

17. KPU Kabupaten Bungo melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti
sebagaimana dimaksud pada poin 5, dan menetapkan Pasangan Calon
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau
Pasangan Calon pengganti;

18. KPU Kabupaten Bungo melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti
sebagaimana dimaksud pada poin 6 paling lambat 3 (tiga) hari sejak
diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti;

19. KPU Kabupaten Bungo menyalnpaikan hasil verifikasi secara tertulis
kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon
atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak
dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. (85/3)

20. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti
dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti;

2l.Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan
Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat
mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain;

22.Dalarn hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan
Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan
jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten
Bungo membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon. (87 /Ll

23. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 20 dibuka paling
lama 3 (tiga) hari.



BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

l. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan
dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan;

2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses
pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus
dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima
imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan
dilarang meng4jukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah
yang sama;

5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan
dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan,
atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati
dibatalkan;

6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima
imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
tentang Pemilihan;

7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6
(enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan
akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri
yang menyelenggarakan urusan dalam negeri;

8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan,
program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6
(enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan
penetapan Pasangan Calon Terpilih;

9. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan tersebut
diatas, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

10. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan
oleh KPU Kabupaten Bungo, apabila: (90/ l)
a). Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi
pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

b). Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

c). Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan
dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;



d). Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau
elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas
Kabupaten/ Kota;

e). melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal
penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi
Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;

f). menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah
untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan
sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon
Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai
Petahana; dan

g). tidak menyerahkan surat bin cuti kampanye, bagi Calon yang
berstatus sebagai Petahana.

I 1. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor
urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

C



TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Bungo mengumumkan kepada masyarakat mengenai
a). daftar Bakal Pasangan Calon;
b). dokumen pendaftaran;
c). batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
d). pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon

Bupati dan Wakil Bupati;
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas

waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan;
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

laman KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, media cetak,
dan/ atau media elektronik;

4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan:
a). dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
b). disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2);
5. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU

Kabupaten Bungo pada laman KPU Kabupaten Bungo dan/atau media
cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian;

6. Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan
dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk.

BAB IX



BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU
Kabupaten Bungo sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU
Kabupaten Bungo tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan;

2. Penyelesaian sengketa tata usaha Negara diselesaikan melalui upaya
administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau
Panwas Kabupaten/Kota, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara;

4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.



BAB XI

KETENTUAN LNN.LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala
Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang
memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;

2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual,
terbukti adanya dukungan, dukungan dimaksud dinyatakan tidak
memenuhi syarat;

3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat,
dan/ atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan
syarat calon;

4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
5. KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib

menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana
dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk
memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan
dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan
penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan;

6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi
Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten
Bungo meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri;

7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan
Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat
pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran;

8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik atau mencalonkan diri secara perseorang€rn menjadi Pasangan
Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat
pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran;

9. Kepala Desa atau Perangkat Desa, wajib menyampaikan :

a). surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
b). tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat

pengunduran diri; dan
c). surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh

pejabat yang berwenang, kepada KPU Kabupaten Bungo paling lambat
5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

10. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat
30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara:



\-

\-

ll.Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran
ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon
pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan
penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bungo meneruskan kepada
pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

12. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazahlSurat Tanda Tamat
Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan
ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak
memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;

13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat
1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat
Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar,
dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan :

a). apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum
mendaftar mencapai paling sedikit 2oo/o (dua puluh persen) atau
perolehan suaranya mencapai paling sedikit 25o/o (dua puluh lima
persen) maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya,
tidak dapat diubah;

b). apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum
mendaftar tidak mencapai paling sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) atau
perolehan suaranya tidak mencapai paling sedikit 25o/o (dua puluh
lima persen) maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya
dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau
gabungan partai politik yang berbeda; atau

c). apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorarlgan yang telah
dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun
tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada
masa perpanjangan pendaftaran ;

14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat
1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat
lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar,
dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

15. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftar kembali dengan dukungan
yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual
sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, danf atau Bupati dan Wakil
Bupati;

16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan
Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

17. Dalam hal terdapat keadaan :

a). setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa
perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon
yang mendaftar;



b). terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan
berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon
yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan
sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran,
tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon
yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak
memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu)
Pasangan Calon;

c). sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa
Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang
mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

d). sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan
suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang
mengakibatkan hanya terdapat I (satu) Pasangan Calon; atau

e). terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai
peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat I (satu)
Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bungo melanjutkan penyelenggaraan
Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

18. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon
berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur
tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon;

19. Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakit
Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang berstatus sebagai terpidana atas
tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU
Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan
dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Provinsi/KlP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota;

20. KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan
bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan
mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan
paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke
PPS;

21. KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan
pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim
Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon;

22. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi:
a). tatap muka;
b). melalui telepon;
c). melalui surat elektronik; dan/ atau
d). media komunikasi lainnya (1O3c/2 pkpul8 th 2019)

23. KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
a). penyerahan dukungan;
b). mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
c). pendaftaran;
d). mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai

Politik;
e). persyaratan calon; dan
f). tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.



24. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan
huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan
Pasangan Calon perseorangarl Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota;

25. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan
huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

26. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari
Keputusan KPU Kabupaten Bungo ini .

\-

\-
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PENUTUP

Denikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman

Teknis bagi KPU Kabupaten Bungo, PPK, PPS dan masyarakat dalam
menjalankan tahapan Pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bungo tahun 2O2A.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada Tanggal 12 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

MUHAMMAD BISRI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BUNGO
Hukum,



Kptl

BUP
2020;

FORMULIR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

\-

II
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 315 /PL.O2.2-
-Kab/XII /2Ot9 TENTANG

PENCALONAN PEMILIHAN

DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN

BUNGO TAHUN 2O2O



A. SYARAT CALON
1. MODEL BB.1-KWK.

SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI.
2. MODEL BB.2_KWK.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMILIHAN TAHUN 2020.

3. MODEL BB.3-KWK.
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD).

SYARAT PTI{CALONAN DARI PARTAI POLITIK
1. MODEL B-KWK PARPOL.

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI POLITIK ATAU/GABUNGAN PARTAI
POLITIK.

2. MODEL B.1-KWK PARPOL.
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

3. MODEL B. 1.2-KWK PARPOL.
PAKTA INTEGRITAS.

4. MODEL 8.2-KWK PARPOL.
SURAT PERIVYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

5. MODEL B.3-KWK PARPOL.
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

6. MODEL 8.4-KWK PARPOL.
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN
PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

C. SYARAT PEITCALONAN DARI PTRSEORANGAN
1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN.

SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .

2. MODEL 8.1-KWK PERSEORANGAN.
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

3. MODEL 8.1.I-KWK PERSEORANGAN
SURAT PER}IYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI.

4. MODEL 8.I-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN.
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHAPAN PERBAIKAN.

5. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN.
SURAT PERNYATAAN DAF"TAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHAPAN PERBAIKAN.

6. MODEL 8.1.2-KWK PERSEORANGAN.
PAKTA INTEGRITAS .

7. MODEL 8.2-KWK PERSEORANGAN.
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMLIIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .

B.



MODEL 8.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN.
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMLIIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHAPAN PERBAIKAN.
8.3-KWK PERSEORANGAN.
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI MISI, DAN
PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI .

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN
1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN.

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN
SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .

2. MODEL F.A.z KWK-PERSEORANGAN.
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BU

DENGAN PERNYATAAN
DAN WAKIL BUPATI .

3. MODEL BA.3 KWK.PERSEORANGAN.
BERITA ACARA HASIL ADMINISTRASI TERHADAP

GAN DAFTAR PEMILIH TETAPKESESUAIAN DATA PENDUKUNG D
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .

4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN.
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL.

5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN.
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI .

6. MODEL BA.s-KWK PERSEORANGAN.
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI .

7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN.
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .

B. MODEL 8A.6 KWK-PERSEORANGAN.
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT
KECAMATAN.

9. LAMPTRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN.
PERNYATAAN KE.JADIAN KHUSUS DANIATAU KEBERATAN DALAM

8
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10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN.
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
TINGKAT KABUPATEN / KOTA.

11. LAMPIRAN MODELBA.T KWK PERSEORANGAN.
PERNYATAAN KE.IADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM

PROSES REKAPITULASI
PERSEORANGAN DALAM
TINGKAT KECAMATAN.

PROSES REKAPITULASI
PERSEORANGAN DALAM

BAKAL PASANGAN CALON
UPATI DAN WAKIL BUPATI DI

BAKAL PASANGAN CALON
PATI DAN WAKIL BUPATI .

DUKUNG
BU
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E. BERITA ACARA PENELITIAN DAII TANDA TERIMA
1. MODEL BA.HP-KWK.

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .

2. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK.
LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .

3. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK.
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .

4. LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK.
LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI .

5. MODEL TT.I-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK.
TANDA TERIMA DAN LAMPIRAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

6. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2.KWK.
TANDA TERIMA DAN LAMPIRAN DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

F. MASA PERBAIKAil
1. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

A. MODEL 8.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN.
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DARI PERSEORANGAN.

b. MODEL 8.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF).
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI .

C. MODEL 8.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN.
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI .

2. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN
A. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN.

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL
DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI .

b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN.
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN
PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI .

C. MODEL BA.3 KWK.PERSEORANGAN PERBAIKAN.
BERITA ACARA HASIL VE ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PERBAIKAN DENGAN DAF"IAR
PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .



MODEL BB.1-KWI(

ST'RAT PERIYYATAAN

BAKAL CALON BI'PATI /WNIIL BUPATI BUNGO
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Yang bertanda tangan di bawah ini

a. Narrla

b. NIK

c. Jenis kelarnin

d. Pekerjaan

e. Tempat dan tanggal :

lahir/umur
f. Alarnat tempat tinggal:

/.. .tahun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada TUhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita
Proklamasi Kernerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

3. tidak pernatr sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah rnemperoleh kekuatan hukum tetap;

4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur,
selama 2 (dua) kali rnasa jabatan dalam jabatan yang sarna

sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang
Pencalonan dalam Pernilihan;

5. belum pernah menjabat sebagai:

Gubernur bagl Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang

sama;

6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau
Wakil Bupati Bungo;
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B. KHUSUS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

MATERAI
Rp.6.000,-

Yang membuat pernlrataan,
Bakal Calon Bupati/I[Iakil Bupati
Bungo*)

Keterangan:
*) Pilih salah satu..

Beri centang
pada kolom

ini
Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menj

tidak di dalam ara
Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak

bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat
seca-ra terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang beruIang.

Bukan mantan Terpidana bandar Narkoba dan Bukan Mantan
Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Waki1
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/WalikotalWakil Walikota") darl
daerah lain.
bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa
kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri
di daerah yang sama.
telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat
Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan
bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota
DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasiona.
Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara
Repubiik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah /Kepala Desa atau
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon
bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP
Aceh, KPU /KIP KabupatenlKota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

7

Perayataaa

di dalam peniara



MODEL BB.2 -ICATK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL

BUPATI/WALIKOTAMAKIL WA LIKOTA * )
DALAM PEMILIHAN TAHUN

Pas Foto
Berwarna

Bakal
Calon

4x6

1. Nama lengkap
2. Nomor Induk Kependudukan
3. Tempat /tartggal lahir/Umur
4. Jenis Kelamin
5. Agama

\-5. Alamat Tempat Tinggal
(sesuai KTP)

7. Status Perkawinan
a. Nama Istri/Suami n)

b. Jumlah anak
8. Pendidikan Terakhir
9. Pekerjaan
10. NPWP

11. Pendidikan *

12.Kursus Diklat

13. Riwayat Organisasi ***)

: Laki-laki/ Perempuan n)

RT/sebutan lain
RW/sebutan lain : ....
Kelurahan/Desa*): ...
Kecamatan/Distrik
Kabupaten/Kota
Provinsi : .....
: Kawin/pernah kawin/belum kawin *)

diikuti :

No Jenjang Pendidikan Nama Institusi Tahun
Masuk

Tahun
Keluar

1

2
dst

No Nama
Kursus/Diklat

Lembaga
Penyelenggara

No.
Sertifikat

Tahun
MAsuk

Tahun
Keluar

1

2
Dst

No Nama Organisasi Jabatan Tahun Masuk Tahun Keluar
1

2
dst

8
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No Nama
Perusahaan/l,embaga

Jabatan Tahun MAsuk Tahun Keluar

1

2
Dst

14. Ri aarl ***

15.Tanda
No Nama Penghargaan Lembaga Pemberi

Penghargaan
Tahun Masuk

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal yang melatarbelakangi calon untuk
mengqjukan diri sebagai bakal calon)

: ( berisi contoh hal hal yang akan dikerjakan
ketika telah menjadi Gubernur dan Wakil
Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota
dan Wakil Walikota)

17. Target / sasaran

Dernikian inforrnasi ini dibuat dengan seslrngguhnya sebagai bukti
pernenuhan persyaratan bakat calon Bupati dan \Makil Bupati
sesuai ketenttran perundang-undangan yang berlaku untuk dapat
digunakan sebagarnana rnestinya. Selanjutnya saya rnenyatakan
bersedia / tidak bersedia *) inforrnasi saya dipublikasikan kepada
m.asyarakat.

2020

Yang Mernbuat pernyataan,

Materai

( )

q



DPW/ DPD/ DPC Partai Politik
Gabungan DPW/DPD IDPC Partai
Provinsi/ Kabupaten/ Kota*)

Yang Mengajukan

Partai

Ketua

(. )

\-

Partai

Ketua

.)

Partai

Ketua

)

Keterangan:
1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **l Memuat penjelasan tentang narna,

tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama

menjadi anggota.
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap ja

kesatuan dalam TNI/Polri.*) coret yang

\-.

cap
Parpol

cap
Parpol

cap
Parpol

materai

materai

materai

sebutan lain *)/
atau sebutan lain ")

Calon *)

Sekretaris

Sekretaris

( )

Sekretaris

sekolah/ perguruan tinggi dan

alamat, dan lama waktu

nama instansi/ lembaga/ nama

perlu.

.)



MODEL BB.3 -I(!IIK

SURAT PERIITATAAIT BERHEITTI DARI JABATAN PADA BADAN USAIIA MILIK
TYEGARA (BrrMrrl/BADAn USAHA MrLrK DAERATT (BrrMDl*l

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Narna

b. NIK

c. Nomor Pegawai

d. Jenis kelamin
e. Tempat dan tanggal :

lahir/urnur
f. Alamat tempat tinggal

/ ... tahun

rnenyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari

v jabatan pada BUMN/BUMD**) serta
akan menyarnpaikan Keputusan Pernbertrentian yang
ditandatangani pejabat yang benvenang paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum hari pernungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya
untuk digunakan sebagaimana rnestinya.

Jambi, 2o-2(J-

MATERAI
Rp.6.000.-

\-, Keterangan:
*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD

dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan
calon.

**) pilih salah satu.



MODEL B.I(WK
PARPOL

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL

BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DENGAN PARTAI
POLITII(GABUNGAN PARTAI POLITIK*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,
bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan
Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai ./Gabungan
Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai
2. Partat ..

3. Partai ..

dengan perolehan kursi/suara sah *)

dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/sutra *);

kursi/su*" *);

dengan perolehan kursi/suara sah *) ......... kursi/suara *)

\-

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:
1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikotan)
bersama-sarna menyatakan :

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*)

... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun
2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota n) yang telah
didaftarkan;

3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*) ....... ... (diisi
dengan narna Daerah Pemilihan) Tahun .... .......;

4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

(diisi dengan narna Daerah Pemilihan) Tahun
telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sabagaimana tersebut di atas, jumlah
keseluruhan kursi/suara sah*) Partai /Gabungan Partai
Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling
sedikit 2Oo/o dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang telah
ditentukan sebanyak kursi atau paling sedikit 25 o/o dari
akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/
Kota*) yang telah ditentukan sebanyak suara sah

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil
Walikota *), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

t2

\-



20.

DPW/DPD/DPC Partai Politik / Gabungan DPW/DPD/DPC
Partai Politik Kabupaten Bungo

Yang MengaJukan Pasangan Calon

Partai

Ketua
Materai

Rp.6.000,- Sekretaris

( ) (

\-

\-

Partai

Ketua
Materai

Rp.6.000,-

Sekretaris

(

(

I ( )

Partai

Ketua Sekretaris

Bakal Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

aaaaaa.araaaaa l

Bakal Calon Gubernur / Bupatt/
Walikota*)

Dst....

Materai
Rp.6.000,-

Keterangan:
Setiap halarnan dibubuhi paraf oleh Pirnpinan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik.

1?

(



MODEL B.I.KWK
PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI

NOMOR
TENTANG

PERSETUWAN PASANGAN CALON BI'PATI DAIT

WAXIL BUPATI BUI{GO

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo
darr berdasarkan usulan Dewan Pirnpinan tingkat Kabupaten Bungo
Partai......... ., Dewan Pirnpinan Tingkat Pusat
Partai......... memberikan persetujuan kepada
Pasangan Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO :

1. Nama Calon Bupati Bungo :

2 Nama Calon Wakil Bupati Bungo :

sebagai Calon BUPATI DAN \MAKIL BUPATI BUNGO.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

2020

Dewan Plmplnan Pusat

Partai

Materai
Rp.6.000,-

Ketua Umum atau
Sebutan laln*!

Sekretaris
Jenderal atau
sebutan laln*f

Keteranqan:
*) Pilih salah satu.



MODEL B.1.2I(}VK
PARPOL

PAKTAINTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Tingkat Pusat Partai .......

1. Nama
Jabatan

2. Nama
Jabatan

: Ketua Umum/sebutan lain*)

: Sekretaris Jenderallsebutan lain")

U

\-

dengan ini menyatakan:
1. Dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BUNGO Tahun 2o2a yang diajukan kepada KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kotax) memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak
korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.

2. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal Pasangan Calon atasnama:
a. Calon GubernurlBupati/Walikota") :

b. CalonWakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota") :

kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik dengan mengutamakan Bakal
Pasangan Calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi.

Demikian PAKTA INTEGRTIAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai buliti pemenuhan persyaratan
pencalonan dalam Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI lBupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota*) sesuai ketentuan yang berlaliu dan dibuat dalam r (satu) rangkap asli untuk dapat
dipergunakan sebagaimana semestinya.

20

Ketua Umum/sebutan lain,

Yang Menyatakan,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat

Partai

MATERAI

Sekretaris Jenderal/sebutan lain,

(.......... ) (

@rssgas:*) Pilih salah satu.

cap
Parpol



MODEL B.z.KWK
PARPOL

Partai

SURAT PERNYATAAIT KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUI{GAII PARTAI POLITIK*I

DALAM PENCALONAN BUPATI DAII WAKIL BUPATI BUNGO

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pirnpinan Ting!<at Kabupaten

atau Gabungan Partai Pottik*) KAbupaten

......yang meliputi:

..... ;dan1. Partai

\-

2. Partai. ;dan

3. Partai.

menyatakan :

r- sepakat untuk rrengusulkan Pa.sangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Bungo; dan

z.-tidak akan rnenarik Pasangan Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO

yalag telah diusulkan, sebagairnana dimaksud dalam Surat Pencalonan

(Model B-KWK PARPOL) atas nama :

r- Calon Bupati Bungo :

\, 2 - Calon Wakil Bupati Bungo :

Dernikian surat pernyataan ini dibuat

sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

dengan

2o-2C

r6



DPW/DPD Partai Polttik atau/ Gabungan DPW/DPD/DPC

Pattal Polttik Kabupaten Bungo

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partal

Ketua Sekretaris
Malerai

Rp.6000,-

( I )

Partai

\-

(

Ketua
Materai

Rp.6.000,-

Partai

Sekretaris

l ( l

U

Ketua
Materai

Sekretaris

( I (

Keterangan:

Setiap halarnan dibubuhi paraf oleh Pirnpinan Partai Potitik atau
Gabungan Partai Politik.

l'7



UODBL B.3.KWK
PARPOL

PERITTATAAN KESEPAI(ATAIT
ANTARA PARTN POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITII(*} DEITGAIT

PASANGAIT CAIOIT BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIIIT(X)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

r. Partai....,....

2

3
Partai
Partai

dan

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

t. Nama Calon Bupati Bungo :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIFIAK PERTAMA dar PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses
Pernilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI Bungo sesuai ketentuan
Undang-Undang dan Peraturan Kornisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi,....... ...............2O2O

DPSI/DPD/ Kabupaten Bungo

Yang MengaJukan Pasangan Calon

Partal

Ketua Sekretaris
Materai

Rp.6000,-

Materai
Rp.6.000,-

Ketua

I

Sekretaris

2. Nama Calon Wakil Bupati Bungo :

1..........................t 1..........................)

I I

Partal

I



Partai

cap

Ketua

( ..t

Calon Bupati Bungo

Pasangan Calon

l

Sekretaris

(.

Calon Wakil Bupati Bungo

(

.t

\-

( aaaaaaaaa..aaaaa .t

KeteranEan:
r- *) Pilih salatr satu.
z - Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pirnpinan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik.

Materai



MODEL A.'$.KWK
PARPOL

2

3

PERNYATAAIY KESESUAIAN
NASI(AH VrSI, MrSr, DAt{ PROGRAM PASANGAIT CALON BUPATI DAN WArilL

BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik

Tingkat Provinsi Partai atau Gabungan Partai

Politik") Kabupaten Bungo yang meliputi:

1. Partai.

Partai. ;dan

Partai

rnenyatakan bahwa naskah visi, rnisi, dan program Pasangan Calon

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO, telatr sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Da.erah.

Dernikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

untuk digunakan seba gairnana rnestinya.

.....2020

DPW/DPD Partai Politik / Gabungan DPIII/DPD

Partai Politik Kabupaten Bungo

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Materai
Rp.6000,-

\-

{ )

Ketua

20

(

Sekretaris



Partal

Ketua

Materai

Partal

Sekretaris

{

(

Ketua Sekretarls

)

l)

Keterangan:
r. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik.

27

Materai
Rp.6000.-



}toDIL B-K\I'K
PE RSlioR.\\(;.\\

SURAT PEITCALONAN BAIIAT PASANGAN CALOI{ PERSEORANGAN PEMILIHAN

GT'BERNUR DAIT WAKIL GT'BERIIUR/BI'PATI DAI{ WAKIL BT'PATI/WALIKOTA

DAN WAKIL UTALINOTA *)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,

bersama ini kami atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

menyatakan:

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil

Walikota*) (diisi dengan n.una Daerah Pemilihan)

Tahun dengan jumlah pendukung orurng

(. ......"/"\(. ..... . . . .."/r) dari jumlah pemilih, yang tersebar di

Kabupaten/Kota/ Kecamatan*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal

dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil

Walikota*), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana

mestinya

2020

Materai
Rp.6.000,-

Calon Bupati Bungo Calon Wakil Bupati Bungo

( )

22



"Fotokopi E-KTP Pendukung
ditempel disini"

Kelurahan/Desa*)
Kecarnatan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1-- Nama
z- NIK
3. Jenis Kelamin
4. A1amat
5. RT/RW (apabila ada)
6. Tempat Lahir
7. Tanggal Lahir
8. Pekerjaan
9. Status Perkawinan

Kabupaten/Kota*) :

Provinsi

: Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin")

ST'RAT PERIIIYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIIIAN BUPATI DAN WAIilL BUPATI BUNGO

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan seca.ra sukarela
mendukrrng Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2O2O, atas narna:

r. Calon Bupati Bungo :

z. Calon Wakil Bupati Bungo :

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, datam Surat
Pernyataan dukungan ini saya ternpelkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan
sebagairnana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan
ketidakbenaran atau saya rnengingkari pernyataan dukungan ini, saya
bersedia mempertanggungiawabkan secara hukum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MODEL B.I.KWK
PERSEORANGAN

Yang Membuat Pernyataan,
2o^2o

\-

)(.



MODEL B.I-ICWK
PERSBORANGAN

PERBAIKAN

"Fotokopi e-KTP Pendukung

ditempel di sini"

SURAT PERNYATAAN DI JKUNGAN BAI(AL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DAI.A}VI PEIVIILIHAN BUPAII DAN WAKIL BI]PATI TAIIAPAIY PERBAIKAN

KelurahanlDesa*)
Kecamatan

"'ng bertanda tangan di bawah ini, saya:

\,
Nama
NIK
Jenis Kelamin
Alamat
RT/RW(apabila ada)
Tempat tahir
Tanggal Lahir
Pekerjaan
Status Perkawinan

Eslsrsssas:*) Pilih salah satu.

:

:

: Belum Kawin/Sudah KawinlPernah Kawin")

Kabupaten/Kota*)
Provinsi

1

2
3
4
5
6
7
8
9

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO Tahun 2o2o, atas nama:
1. Bakal Calon Bupati Bungo :

2. Bakal Calon Wakil Bupati Bungo :

\, Sebagai buhi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dularngan
ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Bektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat
Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil *).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila
ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini,
saya bersedia mempefianggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-
undanganyang berlaku.

......20...

Yang Membuat Pernyataan,

(



MODEL B.1.1KVIIK
PERSEORANGAN

PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DAIITAIT NAMA PENDUI(UNG BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAI-AM PEMILIHAN BUPATI

DAI{ WAKIL BUPATI TAHAPAN PERBAIKAN

\-,

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:
Nama Bakal Calon Bupati

Nama Bakal Calon Wakil Bupati

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tahapan
Perbaikan dalam Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI pada wilayah:

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

1 8 10 11 t2

No Nama NIK Jenis
Kelamin Alamat

RT
(Jika
ada)

Rw.
(Jika
ada)

Tempat
Lahir

Tanggal
Lahir Pekerjaan

Belum/
Sudahl
Pernah
Kawin
(B/s/P)

*)

Ket.

2 3 4 5 6 9



2

dan
seterusnya

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbeuarau terhadap data

tersebut di atas, kami bersedia diberikau sanksi sesuai ketentuan perundang-

undangan yangberlaku.

Bakal Calon Bupati

MATERAI
Rp.6.ooo.-

Bakal Calon Wakil Bupati

\-

K$srssru:
*) Pilih salah satu.

^t



MODEL 8.1-KWK
PERSEOBANGAIT (KOLEI(TIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIIIAN BUPATI DAI{ WAKIL BUPATI BUITGO

Kelurahan/Desa*)
Kecarnatan

Kabupaten/Kota*)
Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

6 7 102

2'7

11

No

1

Ket.RTI
RW

Tempat
Lahir

Tanggal
Lahir

Belum/
Sudah/
Pernah
Kawin
(B/s/P)

T'rD/
cap

Jempol
Nama NIK Jenis

Kelamin Alarnat

4 5 8 9



2

11

v

dan
setemsn
ya-...

2

lfo lllana ITIK
Jerlis

Kelamin Alemat
RT/
Rg

Tempat
Lahir

Tanggal
Lahir

Belum/
Sudah/
Pernah
Kasia
(B/S/Pl

TTDI
cap

Jempol
Ket.



\-

3

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung

pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BUNGO pada Pemilitran BUPATI DAN WAKIL BUPATI Tahun

2O2O atas nanra:

r. Calon Bupati Bungo :

z. Calon Wakil Bupati Bungo :

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas

kependudukan dan catatan sipil.

Dernikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana rnestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan
ketidakbenarar atau karni mengingkari pernyataan dukungan ini, kami
bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tindak Pidana Pernilu dan/atau Undang-Undang Hukurn Pidana.

Keterangan :
*; eith salah satu.

\-

q



)|ODEl,8.2-KIVK
PERSEORA\GA\

\-,

REI(APITT'LASI JUMLAH DUKUNGAIT PASANGAIT CALON PTRSEORANGAN
DALAM PEMILIIIAN BT'PATI DAIT UIAKIL BUPATI

Rekapitulasi jurnlah dukungan pasangan calon perseorangana

pernilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO Ta-hun 2024, atas nam.a:

I-. Calon Bupati Bungo

z. Calon Wakil Bupati Bungo :

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Kabupaten Bungo sebanyak .. orang;

2. Jurnlah Kabupaten/Kota sebanyak... . Kabupaten/Kota;

3. Jumlah rninirnal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU
Kabupaten Bungo sebanyak
Kabupaten lKota;

4. Jurnlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan

(.....%);

5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di
KabupatenlKota atau setara dengan { "/"1

orarlg dan

orang

Tabel Rekapltulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

I{o

b

1 orang1 1

2
......orang3. dst

orang1

2

3. dst. ora.ng

3. dst. 1 orang

2
orang

3. dst. orang

4

Jumlah dukunganNama
KabupatenlKota

{diisi hanya
untuk Pilgub|

Nama lllama

Kelurahan/Desa

1 2 3 4

orang



2 dst I 1 oran.g
,2 orang
3.
Cst.

orang

z I orang
,2 orang
3. dst. orang

3. dst....... 1 orang
2 orang
3. dst. orang

Demikia:r Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagairnana

mestinya.

Calon Bupati Bungo Calon trIakil Bupatt Bungo

)

KeteranEan :

*) Pilih salah satu.

Materai

( )

q

000,-



MODELB.2-ICWI(
PERSEORANGAN

PERBAIKAN

\-,

\-

REKAPITUIASI JT]MI-AH DUKT]NGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DAI.AM PEIVIILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHAPAN PERBAIKAN

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan tahapan perbaikan pemilihan
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLINC,O Tahun 2o2o, atas nama:
1. Bakal CalonBupati Bungo :

2. Bakal Calon Wakil Bupati Bungo

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian
Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (tahapan perbaikan)

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Bupati Bungo Bakal Calon Wakil Bupati Bungo

MATERAI

Rp.6.ooo.-

Keterangan : *) Pilih salah satu

(. ..................) ( )

No
Nama Kabupaten/Ituta

(kolom ini diperlukan hanya
untukPilsub)

Nama Kecamatan Nama
Keluraha
n

Jumlah
Pendukung

1 2 3 4 5

1 1 1 orang
2. orang
3.dst orang

2. dst. 1 orang
.) ...... orang
3. dst ...... orang

o 1 ...... orang
o oranS

3. dst orang
2 1 orang

D orang
3.dst orang

3.dst 1. orang
D orang
3. dst orang

3 Dst..... dst 1. dst orang

6



NIODE,I, 8..1.K\T K

PERSEoR^\(;,,\\

PERITTATAAN KESESUAIAN
ITASXAII VISI, UISI, DAIT PROGRA.U PASA.ITGAtr CATOI| PERSEORAITGAN

DATAM PEUILIHAI{ BUPATI DAIT WAIIIL BUPATI
DEITGAN RPJPDAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Calon Bupati Bungo :

Nama Calon Wakil Bupati Bungo :

rnenyatakan bahwa naskah visi, rnisi, dal program Pasangan Calon

Perseorangan pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO, telah

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panj ang (RPJP) Daerah.

Dernikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan seb agairnana mestinya.

2020

Calon Bupati Bungo Calon trIakll Bupatl Bungo

Materai
p.6.000,-

(

KeteranEan:
*) Pilih salah satu.

'7



.\{oDttl BA.l-KrvK
PERSE()RA\(;A\

\/

\-"

BERITA ACARA

IIASIL VERIFII(ASI PEMEIITUIIAI{ JT'MLATI MINIMAL DAI{ SEBARAII
DUKUITGAIY DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BT'PATI BUNGO

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu bertempat di , KPU

Kabupaten Bungo telatr rnelakukan verifikasi terhadap jumlah dan
sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pernilihan
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO, atas narna :

r. Calon Bupati Bungo :

z. Calon Wakil Bupati Bungo

Dalarn verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangarr, KPU Kabupaten Bungo melakukan kegiatan sebagai

berikut:

a. rnelakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran

yang terdapat dalarn dokumen asli hardcopg formulir Model B.1-

KWK Perseorangara;

b. melakukan verifikasi tertradap jumlah lampiran forrnulir Model 8.1-

KWK Perseorangan.

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah d,ukungan dan persebaran

yang terdapat dalarn soficopy formulir Model 8.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minirnurn dukungan dan

sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jurnlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model

B. 1- KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar
di ... ..o/oKabupaten/Kota di Kabupaten Bungo atau sebanyak

Kabupaten/Kota,serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*)
jumlah minimal dan setraran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan d"ari

Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang rnenjadi larnpiran Formulir
Model 8.I-KWK Perseorangan sebanyak
pendukung,*),serta dinyatakan serta dinyatakan kurang dari/sama
denganl lebih dari*) jurnlah rninirnal dukungan.

3...Jumlah dukungan yarag terdapat dalarn sofi.copy formulir Model 8.1-
KWK Perseorangan sebanyak

8

orang dan tersebar di .......o/o



Kabupaten/Kota di Kabupaten Bungo atau sebanyak
Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil penelitian sebagairnana tersebut angka 1 dan
angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan
Memenutri Syarat/ Tidak Mernenutri Syarat*).

Dernikian Berita Acara ini dibuat dalam a(empat)/ s(lirna) ralgkap,
dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota
KPU Kabupaten Bungo.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Bungo;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Bungo.

KPU KABUPATEN BUilGO

vNO NAMA

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

1

2

3

4

5

q

JABATAI{ TANDATANGAN



},IODEL B.{.2-K\\K
PERSE0RA\(;A\

BERITA ACARA

HASIL VERIFII(ASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari irai tanggal bulan
Tahun dua ribu berternpat di , KPU

Kabupaten Bungo telah rnelakukan verifikasi adrninistrasi terhadap
kesesuaian data pendukung dengan bulAi pernyatan dukungan dalarn
pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO, atas narna :

r. Bakal Calon Bupati Bungo :v

z. Bakal Calon Wakil Bupati Bungo :

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan
dukungan, KPU Kabupaten Bungo rnelakukan kegiatan sebagai

berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, narna,

jenis kelarnin, tempat dan tanggat lahir dan alarnat pendukung

pada formulir Model 8.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu

Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh

dinas kependudukan dan catatan sipil;

2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

3. verifikasi kelengkapan larnpiran dokurnen dukungan;

4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah

adrninistrasi PPS;

5. verifi.kasi identitas kependudukan untuk rnernastikan pernenuhan
syarat usia pendukung dart/ atau status perkawinan.

\-,



Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan
tersebut di atas sebagai berikut :

HASIL VERIFIKASI ISI FORJUULIR MODEL 8.1 KUTK PERSEORANGAN

Awal MS TMS
(1) (21 (3)

Dernikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan

masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU

Provinsi.

\-,

\--

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untrrk Bakat Pasangan Calon perseorangan;
2. I (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi

Panwaslu Kabupaten/ Kota;
3. L (satu) rangkap untuk arsip KPUProvinsi.

ilo NAMA

KPU I(ABUPATEN BUNGO

IABATAN TANDA TANGAN

Anggota

Anggota

Anggota

atanr

1_

2

3

4

5 Anggota

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Mernenukri Syarat
sebagaimana tersebut pada kolorn (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi:
1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Ketua

Jumlah



}IODEL BA.3.K}YK

PERSE0RA\GA\

\-

BERITA ACARA

HASIL VERIFII(ASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAI{ DATA
PENDUKUNG DENGAN DAT"TAR PEMILIH TEIAP DAN/ATAU DAF"TAR

PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILITIAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu bertempat di , KPU

Kabupaten Bungo telah melakukan verifikasi administrasi terhadap
kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial

Pemilih Pemilihan (DP4) dalarn pernilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BUNGO, atas narna :

r. Calon Bupati Bungo :

\--

z. Calon Wakil Bupati Bungo

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU

Provinsi melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara forrnulir
Model 8.I-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu
atau Pernilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pernilih
Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan
calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung
sebanyak
Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/ata,u DP4 sebagairnana
daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut
dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercanturn dalam
DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi falrtual.

Dernikian Berita Acara ini dibuat dalarn 5 (lirna) rangkap, dan
masing- rnasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU

Provinsi.



NO

Berita Acara ini disarnpaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pas€rngzrn calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil
klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atam Panwas Kabupaten Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KPU KABUPATEN BUNGO

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

1

2.

3.

4.

5.



iloDt.l. tlA.3.l-KlYK
Pf,RSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL KLARIFII(ASI DINAS KEPENDUDUI(AN DAN CATATAN SIPE

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu berternpat di. ...... , Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo telah
melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang
dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data
dukungan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUNGO atas nama :

r. Bakal Calon Bupati Bungo :

z. Bakal Calon Wakil Bupati Bungo :

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantrrm
dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

Dernikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi; dan
z. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Kepala Dlnas Kependudukan dan Catatan Siptl
Kabupaten Bungo

No Uraian Jumlah

1 Jurnlah Pendukung yang status
kependudukannya benar.

2 Jumlah Pendukung yang status
kependudukannya tidak benar.

3 Jumlah Pendukung yang tidak dapat
dinyatakan status kependudukannya.

)(.



]\,I0DEI, BA.4-K\I'K
PERSEORA\CAN

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAI{ WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu bertempat di. .., KPU

Kabupaten Bungo telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan

terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BUNGO atas narna :

r. Calon Bupati Bungo :

z. Calon Wakil Bupati Bungo

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon
Perseorangan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO, meliputi :

1. Satu ora.ng memberikan dukungan lebih dari L (satu) kali
kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;

z. Satu or€rng memberikan dukungan kepada lebih dari l- (satu)
Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang
dinyatakan memenuhi syarat sebagairnana dimaksud dalam Berita
Acara Model BA. 1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No Uraian Jumlah

1 Pendukung yang dinyatakan mernenuhi syarat
(MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir
Model BA.2-KWK Perseorangan.

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih
dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan
calon perseorangan dan dukungan tersebut
harus dihitung 1 (satu) dukungan.

3 Pendukung yang mernberikan dukungan
kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon,
dan sernentara tetap dinyatakan naendukung
untuk dilakukan verifikasi faktual status
dukungannya oleh PPS.

\-.

\-.



\-.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan
yang dinyatakan memenuhi syarat setelah
dikurangi jumlah dukungan ganda yang
hanya dihitung 1 (satu) dukungan.

Dernikian Berita Acara ini dibuat dalam 4(empat)/s(lirna)*)
rangkap, dan masing-rnasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan
anggota KPU Kabupaten Bungo.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasang€rn calon perseor€rngan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. untuk PemilihanGubernurdan Wakil Gubernur, 1 (satu)

rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten / Kota;

KPU I(ABUPATEN BUNGO

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

NO

1

2

3

4

5



MODEL lt,\.5-K\l K

PERSEoRA\G.{\

BERITA ACARA

HASIL PEI{ELITIAIT FAKTUAL TERIIADAP DUKUI{GAN BAKAL PASAI|GAN

CALOIT PERSEORAI{GAN DALA}I PEMILIHAIT BUPATI DAIT WAKIL BUPATI

OLEH PANITIA PEMT'NGUTAI{ SUARA

Pada hari ini
tahun dua ribu

tanggal
bertempat di

bulan
Panitia

Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian falrtual terhadap
dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BUNGO atas narna :

r. Bakal Calon Bupati Bungo :

z. Bakal Calon Wakil Bupati Bungo :

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah
melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi sya.rat administratif untuk mencocokkan kebenaran
nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal
Pasangan Calon Perseorangan;

b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/ atau tirn
penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh
pendukung di wilayah desa/kelurahan ") pada waldu dan tempat
yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran

dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang

bersangkutan paling lannbat 3 (tiga) hari sej ak pendukung tidak
dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran

dukungan;
c. Mencocokkan kebenaran narna dan alamat pendukung, serta

dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bag
pendukung yang tidak hadir pada waktu dan ternpat yang telah
ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang
langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifrkasi
faktual;

d. Mencocokkan kebenaran narrra dan alamat pendukung, serta
dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap
dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK
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Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dalam Pernilitran BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO

sebagai berikut :

A. Hasil Penelitian Faktual

Selanjutnya, terhadap pendukung yarag tidak dapat ditemui
sebagaimana tersebut pada kolorn (3) tabel diatas, dilakukan koordinasi

dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Pengtrubung Bakal
Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama

dengan rnenghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan ternpat yang

telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faldual lanjutan pertama

tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian Faktual LanJutan Pertama

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat diternui
sebagairnana tersebut pada kolorn (3) tabel di atas, diberikan
kesernpatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual
lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertarna

tersebut sebagai berikut:
C. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua

JUMLAH

MS TMS TMS KARENA TIDAK DAPAT

DITEMUI
(1) (2) (3)

Berdasarkan hasil penelitian falctual sebagairnana tersebut pada
Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

JUMLAII

MS TMS TIDAK DAPAT
DITEMUI

(1) (21 (3)

JUMLAH

MS TMS TIDAK DAPAT
DITEMUI

(1) (2) (3)



KESIMPULAN HASIL PENELI?IAN FAKTUAL

Uraian MS TMS

(1) (2) (3)

Jumlah keseluruhan
hasil penelitian faktual

Kolom (1) Tabel A +

Kolom (1) Tabel B +

Kolom (1) Tabel C

Kolom (2) Tabel A +

Kolom (2) Tabel B +

Kolom (2) Tabel C +
Kolom (3) Tabel C

Dernikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lirna) rangkap, dan
rnasing- rnasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasa.ngan calon perseor€rngan;
2. 1 (satu) rangka.p untuk PPK dilampiri sernrla dokumen

dukungan setiap bakaf pasangan calon perseorangala;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU KabupatenKota melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

Keterangan:

") Pilih salah satu.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota



I.,\}IPI R,\N I\IODEI. B,\.S.

I(WK PERSEORANGAN

\-

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEITDUKUITG BAKAL PASANGAN CALOIT PERSEORAITGAIT DALAIVI

PEMILIHAIT BUPATI DAIT WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawal. ini

a. Narna

b. Nomor KTP/NIK

c. Alarna.t

d. TTLlUrnur
e. Jenis Kelamin

/..... tahun

Dengan ini rnenyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak petrta.h

ntendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan dalarn Pernilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO,

ata.s nafira:

r. Bakal Calon Bupati Bungo :

\-.

z. Bakal Calon Wakil Bupati Bungo :

dan bersedia/tidak bersedia*) rnembubuhkan tanda tangart/cap jernpol pada

Surat Pernyataan ini.

20....

Yang membuat pernyataan

( )

Keterangan:
*) Pitih salah satu.



ITIODf,T, 8A.6.K\YK
PERSEORA\GN\

REI{APITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORAITGAN DALAM PEMILIHAIT BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI

TIIYGI(AT KECAMATAITI

Pada hari ini tanggal bulan...... Tahun dua ribu
bertempat di , PPK... telah

melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
berdasarkan hasil penelitian falrtual yang dilakukan oleh PPS terhadap
dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorarlgan atas narna :

1. Bakal calon Bupati Bungo :

2. Bakal calon Wakil Bupati Bungo :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK

rnelakukan kegiatan sebagai berikut :

telah

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan trasil penelitian faktual yang telal-
dilaksanakan oleh PPS dan rnengurnurnkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, adaltidak ada ")
keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas
Kecarnatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagairnana terebut pada
angka 2 **):

D PPK menerima dan melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atau Tirn Penghubung tidak dapat rnenerirna, serta
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecarnatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalarn Lampiran
Forrnulir Model 8A.6 KWK -Perseoralagan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faldual
yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :



(

TABEI, I

HASIL RAPIIT PLENO REI(APITITLASI DIrI<UIIG/III PASA.IIGAII BAIIAL CALO PERSEORAITGAI{ DI TITGKAT KECA ATAIC

(

NO URAIAN DESA ...... DESA ...... DESA ...... DESA ...... DESA ...... DESA ...... DESA Dst. JUMLAH

1 Jumlah pendukung Bakal Pasangan
calon Perseorangan yang memenuhi
syarat berdasarkan hasil penelitian
faktual oleh PPS sebagaimana
tercantum dalam jumlah akhir pada

kolom (2) Tabel 1{gsimpulan pada

Formulir Model BA.S-KWK
Perseoralgan untuk setiap desa.

2 Jumlah pendukung Bakal Pasangan
calon Perseorangan yang ditambah
dan memenuhi syarat karena adanya
keberatan dan dilalcukan pembetulan
oleh PPK.

3 Jumlah pendukung Bakat Pasangan
calon Perseorangan yang dicoret dan
tidak memenuhi syarat karena
adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh PPK.

4 Jumlah pendukung Bakal Pasangan

calon Perseorangan hasil rekapitulasi
dukungan ttagkat kecamatan yang

dinyatakan memenuhl syarat.
({No.1+No.2) - No.3)



Berdasarkan hasil rapat pleno sebagairnana tersebut pada tabel di atas,
jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi
dukungan tingkat kecarnatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah

sebanyak . or€rng.

Dernikian Berita Acara ini dibuat dalarn 4 (ernpat) rangkap, dan
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

Keterangan :

*) Pilih salah satu.
**) Beri tanda [r/] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

2

3

5

1.

4.



l,ampirnn I\IODEL
BA.6-KWK

PERSE(}RA\GA\

PERNYATAAN KE.IADIAIT KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUITGAtr BAI{AL PASANGAN

CALON PERSEORAIYGAN DALAM PEMILIHAIT BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DI TINGI(AT KECAMATAN

Dalarn proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Bungo

di Kecamatan.. KabuPaten/Kota*)

Kabupaten Bungo telatr terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus

dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon

Perseorangan/Tirn Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) 
:

2o-20

BAKAL PASANGAtr CALON/TIM

BAKAL PASANGAN CALON *)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAIT

KETUA

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan

apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon
PerseoranganlTim Bakal Pasangan Calon Perseorangan
ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon
Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua
PPK.



}I()DEL BA.7.K\I'K
PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAI(AL PASANGAN

CALON PERSEORANGAIT DALASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT I(ABUPATEI{/KOTA

Pada hari ini tanggal bulan...... Tatrun dua ribu

berternpat di KPU

Kabupaten/Kota telall melakukan rapat pleno

rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan pernilihan

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO berdasarkan hasil rekapitulasi

dukungan oleh PPK tertradap dokumen dukungan Bakal paszuagan

calon Perseorangan atas rrarna :

2. Bakal Calon Wakil Bupati Bungo :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota,

KPU Kabupaten/Kota*)
sebagai berikut :

telah melakukan kegiatan

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasanr.gan calon Perseorangan di tingkat
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK

dan mengurnumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon

Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*)

keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu

Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diqiukan sebagaimana tersebut pada

angka 2 **);

D KPU Kabupat en/Kotamenerima dan rnelakukan pembetulan.

D Tidak dapat dibulctikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon
atau Tim Penghubung tidak dapat rnenerirna, serta
bersedia, I tadak bersed ia*)
mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalarn Lampiran
Forrnulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat KabupatenlKota, berdasarkan hasil rekapitulasi
dukungan oleh PPK, seba.gai berikut :

1. Bakal Calon Bupati Btrngo :



( (

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUITGAIT BAKAL PASANGAN CALON PERSEORAITGAIT DI TINGKAT

I(ABUPATEN/KOTA

......... *l

NO URAIAN Ktc. ...... KEC. ...... KEC. ...... KEC. ...... KEIC. ...... KEC. ...... KEC. Dst. JUMLAH

1 Jumlah pendukung Bakal paszrngan calon
Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
di tingkat Kecamatan sebagaimana

tercantum dalam Tabel I kolom jumlah
angka 4 Formulir Model BA.6-KWK

Perseorangan dikurangi dengan dukungan
yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
berdasarkan hasil koordinasi dengan

Disdukcapil {TMS Dukcapil), dari setiap
kecamatan.

Catatan : khusus untuk Pemilihan BUPATI
DAN WAKIL BUPATI tidak perlu dikurangi
TMS Dukcapil

2 Jumlah pendukung Bakal pasanga.n calon
Perseorangan yang ditambah dan
memenuhi syarat karena adanya keberatan
dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP
Kabupaten /Kota.
Jumlah pendukung Bakal pasangan calon

Perseorangan yang dicoret dan tidak
memenuhi syarat karena adanya keberatan
dan dilakukan pembetulan oleh KPU

Kabupaten /Kota.

3
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Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas,
jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi
dukungan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan rnemenuhi syarat
adalah sebanyak orang.

Selanjutnya, hasil rekapitulasi Pernilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUNGO dilanjutkan di tingkat Provinsi. Adapun dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

1 . Memenuhi/tidak memenuhi") jurnlah minimum dukungan.
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jurnlah minimum

dukungan sebanyak ...pendukung, yang wajib diperbaiki
pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jurnlah kekurangan
dukungansebanyak pendukung.

3. Mernenuhi/tidak memenuhi*) jurnlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yarag harus diperbaiki pada

masa perbaikan sebanyak Kecamatan.

Dernikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1 - 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasa.nga.n caron Perseorangan
sebagai dokumen untuk melakukan pendafrlaran;

2 - I (satu) rangkap untuk Panwaslu Ka.bupaten/Kota;
3- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupatenf Kota; dan
4 - I (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Bungo dalarn Pemilihan

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO.

KPU Kabupaten/Kota*)

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

Anggota

Keterangan:*) Pilih salah satu.

\-.

**) Beri tanda [{] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

5.



Lampiran MODEL
BA.7-KWK

PERSEoRA\GA\

PERITYATAAN KE.'ADIAN KTIUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES RTI(APITULASI DUKUNGAN BAI(AL

PASANGAN CAI,ON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN UIAKIL BUPATI

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Bungo,

Kabupaten/Kota") Kabupaten Bungo

telah tedadi/tidak te{adi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan

keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan / Tirn Bakaf

Pasangan Calon Perseorangan *) 
:

2020

BAKAL PASAITGAIT
CALOIT/TIM BAXAL
PASANGAN CALON *l

KETUA

Keterangan:
*) Coret yang tidak Perlu.**) Kej adian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KpU

Kabupaten/ Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal
Pasangan Calon Perseorangan/Tirn Bakal Pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon
Perseorangan / Tim Bakal Pasangan Calon Perseor€rng€rn dan Ketua
KPU Kabupaten/ Kota.

KOMISI PEMILIHAIT UMUM
KABUPATETT/KOTA *)



MODEL BA.HP.KWK

BERITA ACARA

Pada hari ini tanggal bulan
Tal.un dua ribu bertempat di........................, KPU
Kabupaten Bungo telah melaksanakan penelitian persyaratan
administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BUNGO atas narna:

1. Ca-lon Bupati Bungo :

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan
dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlarnpir.

Dernikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bungo.

Berita Acara disusun masing-masing:

r. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasarrgan calon;
z. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU NABUPATEN BUNGO

NO NAMA JABATAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

TANDA TANGAN

1

2

.)

4

5

Keteranqan:
*) pilih salah satu

Anggota

HASIL PEITELITIAN PERSYARATAN ADMII|ISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

z.Calon Wakil Bupati Bungo :
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LAUPIRTIT BERITA ACARA PEITELITIAIT PERSYARATAIT AD IXISTRASI DOI(UUEN PERSYARATIIIT PEITCIILOITAIT
DAIT PERSYARATAIT CALOIT DALIIM PEIILIIIAII BUPATI DA qIAXIL BI'PATI

Hasil penelitian persyaratan adrninistrasi dokumen persyaratan perrcalonan dan persyaratan calon dala:rr perrrilihan
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO atas narna :

Bakal Calon Bupati Bungo :

Bakal Calon Wakil Bupati Bungo :

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

LAMPIRAN
ltoDEt- tlA.HP-K\r',K

NO JENIS DOKUMEN
HASIL PENELTTIAIII KELEITGKAPAN DAtr KEABSAHAIT DOKUMEN KET

ADA TIDAK
ADA

MEMEITUHT
SYARAT

TIDAK
MEMEI{UHI
SYARAT

CALON DARI PARTAI POLITIK
1 Model B.4 KWK-Parpol
2 Keputusan tentang Kepengurusan Partai

Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi
perubahan kepengurusan setelah pendaftaran

1 Model 8.3 KwK-Perseorangan

(

CALON DARI
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B. SYARAT CALOI{

1. CALON BUPATI BUNGO:
lYo JEITIS DOKUMEIY HASIL PEI{ELITI.AN IIELENGKAPAN DIITT XIABSAHAN DOKUMEI{ KET

ADA TIDAI( ADA UEMENUHI
SYARAT

TIDAI(
MEMENUHI
SYARAT

1 Model BB.1 KWK
2 ModelBB.2 KWK
3 Keputusan pemberhentian dari pejabat benvenang apabila

Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten f Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas 4abupaten lKota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

5 Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah

terbuka dan juj
mengemukakan kepada publik secara
ur pada surat kabar lokal atau nasional

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap

c surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana
tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.

6. Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba
atau kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara

dari kepala lembaga pemasyarakatan
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

7 Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah
selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan
kejahatan seksual terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
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terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional
b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon

yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara
dari kepala lembaga permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

8. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan
bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan

negara
9 Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan

Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

10 Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

11 Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

t2. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib
pajak:
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama

calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun
terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
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13 Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat

ti atau penjabat Walikota
L4 Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15 Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang

telah oleh instansi
L6. Naskal- visi, misi dan program Pasangan Calon mengacrr

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Calon

t7 tingkat provinsi,
ten/ kota, dan/atau kecamatan

Daftar
kabu

nama Kampanye

Foto Terbaru
4lembara, Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm se

4lembarb. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 crn

c. Foto calon ukuran 1O.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2
lembar

14.

dan huruf cFoto se huruf hurufd.
Keterangaa ;

Pilih salah satu.
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z. CALON WAKIL BUPATI BUNGO :

NO JEITIS DOKUUEIV HASIL PENELITIAN KELEITGI(APAN DAN I{TABSAHAI{ DOKUMEN KET

ADA TIDAI( ADA UEITEI|UHI
SYARAT

TIDIIK
UEUEI{UHI
SYARAT

1 Model BB.1 KWK
2 ModelBB.2 KWK
3 Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila

Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten /Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten / Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

5. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka

dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional
b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana

tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.

6 Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba
atau kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara

dari kepala lembaga pemasyarakatan
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

7 Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah
selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan
kejahatan seksual terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka

dan iuiur pada surat kabar lokal atau nasional
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z. CALON WAKIL BUPATI BUNGO :

ilo JEIUS DOKUMEIV TIASIL PENELITIAIiI XTLENGI(APAN DAN I(TABSAHAN DOKUMEN I(ET

ADA TIDA}T IIDA MEMENUHI
SYARAT

TIDIIK
UEIIEI|UHI
SYARAT

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila

Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten f Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/ Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

5 Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka

dan -jujur pada surat kabar lokal atau nasional
b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana

tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.

6. Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba
atau kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara

dari kepala lembaga pemasyarakatan
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

7 Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah
selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan
kejahatan seksual terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka

dan iuiur pada surat kabar lokal atau nasional
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b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon

yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara
dari kepala lembaga permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau
cuti menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

8. Surat keterangan dari pengadilal negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan
bahwa:

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara

9 Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

10. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

11. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon
Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib
pajak:
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama

calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
atas nama bakal calon, untuk rnasa 5 (tima) tahun
terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

L2.



13 Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur,
penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang
berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
penjabat Walikota

L4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang

telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
16. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
yang ditandatangani Pasangan Calon

L7 Daftar nama Tim Kampanye
kabupaten f kota, dan/atau kecamatan

tingkat provinsi,

Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

.. . c r.Foto. oalon .r,r.kurane. .1 O,2 om .x .1 5. ? .ern. (4R) .sobanyak 2
lembar

18.

(.

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c

*) Pilih salah satu.

ft ()

c. Foto calon ukuran lO.2 crn x 15.2 cm (4R) sebanyak 2lernbar
2020

Yang Meayerahlan

Tio Batal Pasaagaa Cdoa/Bakal Pasangan Calon *f
Yang Menerlma

Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Po\ia Pencalonan
*l

(

I



MODEL BA.HP
PERBAIKAN -K\\ K

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBNKAN PERSYARATAN A.DMII{ISTRASI

DOKUMEIT PERSYARATAIT PEI{CALOITAN DAN PERSYARATAN CAI,OI|
DALAM PEIIILIHAIT BI'PATI DAIT WANIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu bertempat di........................, KPU
Kabupaten Bungo telah melaksanakan penelitian perbaikan
persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUNGO atas nama :

r. Calon Bupati Bungo :

z-Calon Wakil Bupati Bungo :

Hasil penelitian perbaikan persyaratan adrninistrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagairnana
terlampir.

Dernikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bungo.

Berita Acara disusun masing-rnasing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
z. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU KABUPATEN BUNGO

NO NAMA JABATAI{

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

TANDA TANGAN

1

2

3

4

5

Keterangan:
*) pilih salah satu
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LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WATIIL BUPATI

Hasil penelitian persyaratan adninistrasi dokumen perbaikan dalam pernilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
atas :

Nama Bakal Calon Bupati Bungo :

Nama Bakat Calon Wakil Bupati Bungo :

LAMPIRAN
MODEL BA.IIP

PERB..TIKAN-K\1'K

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

Ito JEITUS DOKUMEIT
KET

ADA TIDAK
IIDA

UEUENUHI
SYARAT

TIDAI(
UETENUHI
SYARAT

CALOIT DARI PARTAI POLITIK
Model 8.4 KWK-Parpol

2 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politil
sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahar
kepenguru san setelah pendaftaran

1 Model El.3 KwK-Perseorangan

HASIL PEITELITIAIT

1

CALON DARI PERSEORANGAN
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B. SYARAT CALON

l.CALON BUPATI

IYo JEITIS DOKUMEIT HASIL PENELITIAN I(TLENGKAPAN DAI{ I(IABSAHAI{ DOKUMEII KET

ADA TIDN( ADA MEMEIIUHI
SYANAT

TIDAK
METIEI{UHI
SYARAT

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK

Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabile
Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIF
Kabupaten f Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten /Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkar
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dar:
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempal
tinggal calon

5 Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidal
menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuke
danjujur pada surat kabar lokal atau nasional
b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatar:

hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidal,

menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusar
pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.

6. Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani mase
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwa
pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkobe
atau kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjare

dari kepala lembaga pemasyErrakatan
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap
7 Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telat

selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampau:
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dar
bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatar
seksual terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara

(

3.

I

I

I
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terbuka danjujur pada surat kabar lokal atau nasional
b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calor

yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yanl
berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjare
dari kepala lembaga pernasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasar
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dar
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calor
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cut
menielang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap

8 Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayat
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakar
bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan plltusar

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secar€
perseorangan dan/atau secara badan hukum yan€
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangar:
negara

9 Surat keterangan catatan kepolisian yarrg menerangkan Baka
Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari
Kepolisian sesuai tingkatannya

10 Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaar
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

11. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkar
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukurr
tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yanE
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

L2. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajal
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas name
calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunar
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas namz
bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau
sejak calon menjadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

I

I

I I I
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t3 Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur,
penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang
berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
penjabat Walikota

t4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

15 Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telat
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

16 Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pade
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yan6
ditandatangani
Pasangan Calon

t7 Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten f kota,
dan/atau kecamatan

1a. Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

Putih ukuran cm

c. Foto calon ukuran 1O.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2
lembar

d. Softcopy Foto sebagaiman

Keterangan:
*) Pilih salah satu

2.CALON WAKIL BUPATI

ilo JEITIS
DOI(UUEIT

HASIL PEITELITIiAIT KELEITGI{APAIT DAIT

KIABSAIIAIT DOKI'UEIT
KET

ADA TIDAK
ADA

![EIIDNUHI
SYIIRAT

TIDAK
MEMElTUHI

SYARAT

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK

I I
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3 Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabil;
Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KII
Kabupaten f Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten /Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkar:
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dar:
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempal
tinggal
calon

5 Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak

menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuke

danjujur pada surat kabar lokal atau nasional
b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidal,

menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusar:
pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.

6. Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masr
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwa
pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkob€
atau
kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjare

dari kepala lembaga pemasyarakatan
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

7 Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telat
selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampau:
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dar:
bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan
seksual terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuke

dan ;i1Xi111 pada surat kabar lokal atau nasional
b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calor

yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjarz
dari kgpala lembaga permasyarakatan

I

I

I
I I
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d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasar

bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dar
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calor
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cut
menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

8 Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayat
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakar:
bahwa:

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusar
pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan danf atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara

9 Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Baka
Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dar
Kepolisian sesuai tingkatannya

10. Surat tanda terima
penyelenggara negara

penyerahan laporan harta kekayaar
dari Komisi Pemberantasan Korupsi

11. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkar
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukurr
tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yan€
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

L2 Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajal
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas namz
calon

I
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b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunar
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas name
bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau
sejak calon menjadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
1"3. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur

penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yan6
berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
penielq! Walikota

L4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15 Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telat

dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

16.( ... Naslah.vis,r.. rnisi. dan.pragrarrl. Basangan.C.alqp. JnEngacu pad:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yan5
ditandatangani Pasangan Calon

L7 Daftar nama Tim Kampanye tingkat
kabupaten f kota, dan/atau kecarnatan

provinsi

14. Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

c. Foto calon ukuran LO.2 crn x 15.2 crn (4R) sebanyak 2
lembar

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c

Keteraagan:
*) Pilih salah satu.

2020

Yang Menyerahkan

Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon ")

(

Yang Menerima

Ketua/Anggota KPU Provinsi /Ketua Pokja Pencalonan *)

(.
)



MODf,L TT.I-KWK

TANDA TERIMA PENDAE"TARAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun........,
telah diterirna dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO, atas narrra :

1. Narna Bakal Calon Bupati Bungo:

U
, Nama Bakal Calon Wakil Bupati Bungo:

yang berisi jenis dokurnen dalam bentuk hardfile dan sofifile yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalarn Lampiran Tanda Terirna Pendaftaran
Pasangan Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO sebagairnana
terlampir.

Yang Menyerahkan, Yang Menerirna,

( ( )

Nama lengkap dan tanda tangan
tangan

Nama lengkap dan tanda

Keteranqan:

") pilih salah satu

\-

CAP

t
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LAIPIRAIT TAITDA TERIUA PEI{DAFTARAI{
BAXAI, PASAITGAIT CALOIT BI'PATI DAtr WAIIIL BUPATI

Identitas Bakal Calon Bupati Bungo
Nama : ......
Alamat
NomorTelp

2 Identitas Bakal Calon Wakil Bupati Bungo:
Nama : .............
Alamat
NomorTelp.

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran
Hari
Tanggal
Pukul

(Nonr.or 4 diisi qpobiln Bako,l Pasangan Calon Diusulkan oleh Partat Polttik/@bttngan Pantal Politikl

4. Partai Politik atau Gabun Partai Politik ** sul:

1

LAMPIRAN MODEL
TT.I-KWK

NO PARTAI
POLITIK

ALAMAT I{ANTOR
DEWAN PIUPIITAfr
PARTAI POLITIK

NOMOR
TELEPOIT
I(ANTOR
DEWAN

PffiPIITAIT
PARTAI POLITIK

NOMOR & TAI\TGGAL KEPUTUSAIT
PIUPIITAIT PARTAI POLITIK
TINGI(AT PUSAT TENTANG

PERSETUJUAN
BAI(AL PASANGAIT CALON

NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN
PIUPIITA1Y PARTAI POLITIK TIITGKAT

PUSAT DAN/ATAU KTPUTUSAN
PIUPIITAIT PARTAI POLITIK TIITGKAT

PROVINSI
KEPEITGURUSAIT

POLITIK
TEIYTAIVG PARTAI

1

2

3

4

5

(
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A. SYARAT PENCALONAN

HASIL PEITELITIAIT KELEIIIGKAPAIT DAIT IGABSAHAIT

TIDAK
ADA

MEMEITI'HI
SYARAT

TIDAK
UEMEITUHI
SYARAT

KET
NO JENIS DOKUMEN ADA

POLITIK
1
2 Model 8.1 KWK-ParpoI
3 ModelE}.2 KWK-Parpol
4 ModelEl.3 KWK-Parpol
5 ModelE}.4 KWK-Parpol (Keabsahan dokumen diteliti

pada masa verifikasi)

6 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik
sesuai tingkatannya

7 Surat Keputusan pengambilalihan
dalam pendaftaran pasangan calon
Catatan : diisi bagi Pasangan Calon
pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pim
Partai Politik tingkat provinsi atau

kota

1

2 Model B KWK - Perseorangan
3 Model 8.3 KwK-Perseorangan (Keabsahan dokumen diteliti

pada masa
verifikasi)

DOKUMEI

Model B KWK-Parpol

I

CALON DARI PERSEORANGAN
BA.7-KWK Perseorangan/ BA.8-KWK
Perseorangan

I
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B. SYARAT CAI"ON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN
KELEITGKAPAIT
DOKUMEI$

KETERANGAN

ADA TIDAK ADA

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB
3 Keputusan pemberhentian dari

KPU
t apabila Calon Anggota KPU

Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP KabupatenfKota, Bawaslu, Bawaslu Provin si,
Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah

pengadilar
hukumnye

meliputi tempat tinggal calon
5 m dalam ara:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada
kabar lokal atau nasional

b san
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana

berdasarkan telah berkekuatan hukum
6 Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya Paling singkat

(lima) tahun
narkoba atau

SC,belum iadwal
seksual

pendaftaran dan bukan mantan terpidana
anak:

a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lem
tan

b tusan tan
c Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidane

penjara tetapi belum p6|ampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwa
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksua
terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada

kabar lokal atau nasional
b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Cafon yang bersangkutan

SC dari slan sesual

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atar
cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalarn hal Bakal Calor
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat at

(

--gad Bakal Calon dengan status terpidana vang tidak pidana

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara kepala
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B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN
KELEITGKAPAIT
DOI(UMEIY

KETERANGAN

ADA TIDAK ADA
1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
-J Keputusan pemberhentian dari abat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU

KPU
Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten /Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilar
yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnye
meliputi tempat tinggal calon

5 status tidak
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secalra terbuka dan jujur pada sural

kabar lokal atau nasional

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalan
peniara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

6 Bagi Bakat Ca-lon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat I
(lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandat
narkoba atau keiahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga

pemasyarakatan
b tusan tan

c Dalam hal bakal Calon adalah Mantal Terpidana yang telah selesai menjalani pidanu
penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwa
pendaftaran dan bukan ma-ntan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksua
terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada sura

kabar lokal atau nasional
b . surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukar

sebagai pelaku keiahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.
c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembagt

permasya-rakatan
d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atar

cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakaf Calor
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjellqtg betras

(

pidana dalam peniara:

b. Salinan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
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2. CALON WAKIL GUBERNUR :

JENIS DOKUMEN
TIASIL PEMERIKSAAN

KELEITGKAPAIT DOKUMEIT KETERANGAN
ADA TIDAK ADA

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Keputusan pemberhen tian pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU

KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU KIP Kabupaten Kota, Bawaslu Bawaslu Provinsi,
Ka Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah

ti tem ca-lon
5 status

a. Bukti telah mengemukakan
kabar lokal atau nasional

putrlik secara terbuka dan pada

b. Salinan tusan telah
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana

ara berdasarkan telah berkekuatan hukum
6 Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menj alani masa pidananya paling singkat

(lima) tahun
narkoba atau

SCbelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana
tan seksual anak:

a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lem

b. putusan yang telah ber tan tetap
7 Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidane

penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwa
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksua
terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada

kabar lokal atau nasional
b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yar}g bersangkutan

SC dari sesuar
c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lem

'akatan
d. surat keterangan telah selesa1 menjalani pem bebasan bersy atat, Ctlti bersyarat ata

CItti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan , dalam hal Bakal
bebasan Cl]'ti ber a'tau Ctlti m bebas

e.
8 Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya

tingeal Calon yang menyatak44 bahwa:
meliputi tempa.

NO

dari

pengadila:
hukumnyr
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a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telal
mempunyai kekuatan hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseor€rngan dan/atau secarz
badan hukum yang, meniadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan

9 Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidatr
pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

10 Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dar
Komisi Pemberantasan Korupsi

11 Surat keteralgan tidak sedang dinyatalan pailit berdasarkan putusan pengadilan yan{
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tingg
yang wilayah hukumnya metputi tempat tinggal calon

t2 Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan
bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:

Pajak tempat calon yant

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajit
Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atat
seiak calon meniadi wajib paiak
c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

13 Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
penjabat
Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
penjabat Walikota

t4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

15 dilegalisasi oleh instansi
yang berwenang

t6 Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembanguna-r
Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon

t7 -tingkatprovinsi,kabupatenfkota,dan/ataukecarnatan

18 Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm. sebanyak 4 lembar
c. Foto calon ukuran 1O.2 cm x 15.2 cm (aR) sebanyak 2 lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c

Keterangan:
*) Pilih salah satu

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon
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Yang, Menyerahkan Yang Menerima

Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon ") KPU Provinsi/Ketua Pokja Pencalonan

I

( ) (. )



MODEL TT.2-I(WK

TAITDA TERIMA DOKUMEN PTRBAII(AN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAIilL BUPATI

bulan
tahun

;;;; ;"; ;;"Hr"#'ffiL #ilffi "iHlI "r:'"'a'fan
1 Nama Bakal Calon Bupati Bungo :

Bahwa pada l*: tanggal

2 Nama Bakal Calon Wakil Bupati Bungo:

yang berisi jenis dokumen dalarn bentuk hardfile dan sofifite yang akan
\- diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terirna Dokurnen

Perbaikan Pasangan Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
sebagairnana terlampir.

Yang Menyerahkan, Yang Menerirna,

( )( )

\-.

Narna lengkap dan tanda tangan
tangan

Keteranqan:
*)pilih salah satu

Nama lengkap dan tanda

CAP\
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LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASAITGAIY CALOil BUPATI DAIT WAKIL BUPATI

1. Identitas Bakal Calon Bupati Bungo :

Nama
Alamat
Nomor Telp

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :

Narna
Alarnat
NomorTelp.

3. Waktu Penerimaan Dokurnen Perbaikan
Hari
Tanggal
Pukul

A. SYARAT PENCALONAN

LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

lYo JEIYIS DOKUMEN ADA
TIDAK

ADA
UEUEI{UHI

SYARAT UEUEIYUHI
SYARAT

KET

Model B.4 KWK-Parpol (Keabsahan dokumen
diteliti pada masa verifikasi)

2 Keputusan tentang Kepengurusan Partai
sesuai tingkatannya dalam hal
plqbelhan kepengurusan setelah pendaftaran

PolitiL
terl'ad:

Digunakan
sebagai dasar

HASTL PENELITIAN KELEIYGI(APAIT DAN KEABSAHAN DOHUMEN

CALOII DARI PARTAI POLITIK
1
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untuk melakukan
koordinasi dalam proses
pencalonan

Penelitian dilakukan pada
masa verifi kasi administrasi
dan faktual

CALOI T DARI PERSF,ORAITGI
1 Model B. 1 KwK-Perseorangan Perbaikan

2 Model 8.2 KWK- Perseorangan Perbaikan Penelitian dilakukan pada
masa verifikasi administrasi
dan faktual

3 Model B.3 KWK-Perseorangan (Keabsahan dokumen diteliti
pada masa verifikasi)

B. syanat cALoIr

1. CALON BUPATI :

Ifo JEITIS DOKT'MEN
HASIL PEtrIERIKSAAIT

NELENGKAPAIT DOKUMEN KETERAITGAN
ADA TIDAI( ADA

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPt

Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten f Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwar
Kabupaten /Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telal
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempa
tinggal calon

5 Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar loka

atau nasional
b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjarr

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



(C 1!

6 Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantarr
seksual terhadap anak:

masa pidananya paling singkat 5
terpidana Bandar narkoba atau kejaha

a, surat keterangan telah
pemasyarakatan

selesai menjalani pidana penjara dari kepala lern

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

c. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penj
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan
mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar

atau nasional
b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan

pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.
c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga Pennasyarakatan

d surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan cll ti bersyarat atau c1l

menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

Calon mendapa

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

d. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
yang menyatakan bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah

kekuatan hukurn tetap
b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

e. Surat keterangan catatan kepolisian yang rnenerangkan Bakal Calon pernah/tidak
melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari
Pemberantasan Korupsi

d
b' Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telal

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau Pengadilan tinggi yang wilayal
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

h. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan
terdaftar se
a. kartu Nomor Pokok W' atas nama calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajal

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk rnasa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calor
menjadi wajib pajak

f.
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c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

1. lurat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penja
Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penja
Walikota

j Kartu Tanda Penduduk Elektronik
k. Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yanl

berwenang
I Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangkr

Panjang (RPJP) Daerah yang Pasangan Calon
m Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten f kota, dan/atau kecamatan
n. Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 crn 4lembar
c. Foto calon ukuran 1O.2 cm x 15.2 crn 4 se 2 lembar
d. Foto se hurufa, hurufb, dan hurufc

Keteraagaa:
*) Pilih salah satu

2. CALON WAKIL BUPATI
NO JEIYIS DOKUMEIY HASIL PEMERITTSAAN

KELEITGI{APAIT DOXI'UEIT
KETIRAITGAN

ADA TIDAIT ADA
1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPL

Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten f Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten /Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telal
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

5 Bagi Bakal Calon {gngan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal

atau na-sional
b. Salinan tusan telah berkekuatan hukum teta
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara

berdasarkan tusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6 Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima

tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atat
kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan

putusan yang tan

I
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c. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana Penjarr
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukar
mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar
atau nasional

b. surat keterangan yarrg menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan
tan dari sesual

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga perrnasyarakatan

d surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cu ti bersyarat ataLI cu
menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

hal Bakal Calon

e'putusanpengadilanyangtelahberkekuatanhukum!L
d. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

yang menyatakan bahwa:
a. tidak sed.ang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah

kekuatan hukum
b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

e. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak
melakukan perbua.tan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

f. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari
Pemberantasan Korupsi

ob' Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telal
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

niaga atau pengadilan tinggi yang wilayal

h Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang
terdaftar sebagai wajib pajak:
a. kartu Nomor Pokok W ak atas nama calon
b Tanda terima penyampalan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan W'ajib P.j

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahuft terakhir atau sejak
menjadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak ak
1. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Walikota

Bupati atau penjaba
Bupati atau penjaba

j Kartu Tanda Penduduk Elektronik
k. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belal'ar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi

berwenang
l. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan

Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
m Daftar nama Tim ka ten kota, atau kecamatan

Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm se 4lembar

L

n.
I
I



o. C

2020

Yang Menyerahkan

Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

( )

Yang Menerima
KetuaiAnggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/I(otafl(etua Polija

Pencalonan *)

I(

(

b. Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm 4 bar
c, Foto calon ukuran 1 2 crn x 15,2 crn 2 lernbar
d. Foto huruf huruf dan huruf c

Keterangau:
Pilih salah satu.



1.

2,
3
4
5
6
7
8
9

\-

*KTP Pendukung ditempel disini"

SURAT PERITTATAAN DUKUITGAil PERBAIKAIT PASAITGAN CALOIT
PERSEORAITGAIT DALAM PEMILIIIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KelurahanlDesa*) KabupatenfKota*) :

Kecarnatan Provinsi
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama
. NIK
. Jenis Kelarnin
. Alarnat
. RT/RW
. Ternpat Lahir
. Tanggal Lahir
. Pekerjaan
. Status Perkawinan : Belurn Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela
rnendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pernilihan
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO Tahun 2O2O, atas narna:

r. Calon Bupati Bungo:

z. Calon Wakil Bupati Bungo :

I\IODEL B.I.K\!'K
PURSEORANGAN

PERBAIKAN

\-
Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalarn

Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana naestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan
ketidakbenaran atau saya rnengingkari pernyataan dukungan ini,
saya bersedia rnempertanggungiawabkan secara hukum sesuai
ketentuan peraturan perund ang-undangara yang berlaku.

2o^20-

Yang Membuat Pernyataan,

(

Keterangan:
*) Pilih salatr satu.

)



}TODEI- B. I.KIVK PERSEOR.{NCAN

PERBATKAN (KOLEKTTT)

SURAT PERIYATAAIT DUKUITGAIY PERBAIKAIT PASAITGAN CALOIT
PERSEORA1TGAIT DALAM PEMILIHAIT BUPATI DAIT WAKIL BUPATI

Kelurahan/Desa*) : . Kabupaten/Kota*)
.ProvinsiKecarnatan

Yang bertanda tangan di bawah irai, kami

91 2 4 6

tr(et.

11

No Nama NIK Jenis
Kelamin

Alamat RT/
R\iV

Tempat
Lahir

Tanggal
Lahir

Belum/
Sudah/
Pernah
Kawin
(B/s/P)

TrD/
cap

Jempol

3 .5 7 8 1()



2

dan
seterusnya...

Alamat
RT
I
Rtr'

Tempat
Lahlr

Tanggal
Lahtr

Belum/
Sudah/
Peranh
Kssln

(B/s/Pl

TTD/
caP

Jeupol
Ket.I{o lIama NI}T

.Ieoie
Kelamin



NtoDEL tt.z-K\4 K

PERSEORANCA\
PERBAIKAN

REI(APITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAII(AN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORAI{GAIT DALAM PEMILIIIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO Tahun 2O2O, atas nama:

1 Bakal Calon Bupati Bungo:

2 Bakal Calon Wakil Bupati Bungo:

dengarr rincian data sebagai berikut:

1. Jumlatr pemilih di Provinsi sebanyak......

2. Jumlah Kabupaten/Kota sebanyak..,.....................

Jumlah minirnal dukungan dan sebaran

........or4n9;

.....Kabupaten/Kota

berdasarkan Keputusan KPU

Provinsi sebanyak orang dan' Kabupaten/ Kota

3. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan y€mg memenuhi syarat

berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan di tingkat Provinsi sesuai dengan BA.8-KWK

Perseorangan/BA.7-KWK Perseorangan*) sebanyak. orang;

a. Jumlah minirnal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus
dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangarr Calon Perseorangan

sebanyak .................orang, yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan

dukungan.

5. Jumlah seluruh dukungan
Perseorangan orang ( "/"1;

perbaikan Bakal Pasangan Calon

6. Dukungan Bakal Pasangan Calon

Kabupaten/Kota atau setara dengan (

Perseorangan tersebar di

.. .....,.... ,. ,..'... . ,' "/")



\-,

3

dengan ini rnenyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela

mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalarn

Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Bungo pada Pernilihan

Gubernurdan Wakil Gubernur Tahun 2O2O, atas narrla:

r. Calon Bupati Bungo :

z. Calon Wakil Bupati Bungo:

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau surat keterangan yarag diterbitkan oleh

dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana rnestinya. Apabila ternyata di kemudian had ditemukan

ketidakbena.ran atau kami mengingkari pernyataan dukungan hi,
kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yarag mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-

Undang Hukurn Pidana.

Keterangan :

") Pilih salah satu.



Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan

DukuagaaJuadah

.....ofarrg2

3- dst. .....orang

1 .....orElng2

2 .....orang

3. dst .....orang

.....orang3.
dst.

1

.....orang2

3. dst. .....orang

1 1 --.----.----"*.g

3. dst... .....orang

12
2 .....orang

3. dst. .....orang

.....orang3. dst. 1

2

3. dst.. .....orang

\-,

2

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Jarnbi, .. ...2o-2o

Bakal Calon Bupati Bakal Calon Wakil Bupati

I vteterai
Rp.6.000.

Keterangan:
*) Pilih salah satu

![o Itaqa Kabupateu/Kota
{diisi hanya uutuk Pitgttbl IYama Kecaoatan

f,ara
Itelurahar/Desa

1 1.

2.



MODEL BA.I-KWK
PERSEORAIICA:{ PERBAIKAN

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI PEMEITUHAIT JI'MLAII MIITIMAL DAIT SEBARAIT DUKUITGAN

PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

bulantanggalPada hari ini
Tahun dua ribu bertempat di , KPU

Kabupaten Bungo telah melakukan verifikasi terhadap jurnlah dan

sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

dalam pemihhan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO, atas narna :

r. Bakal Calon Bupati Bungo:

\-,

\, z. Bakal Calon Wakil Bupati Bungo:

Dalam verifikasi jurnlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakat
Pasangan Calon Perseorangar., KPU Kabupaten Bungo rnelakukan
kegiatan sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan

persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopg forrnulir

Model B. L-KWK Perseorangan Perbaikan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B. L-

KWK Perseorangan Perbaikan.

c. rnelakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan

persebaran yang terdapat dalam soficopg formulir Model 8.1-KWK

Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten Bungo jumlah
kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK
Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan*) sebanyak
pendukung dan tersebar dikecarnatan / kabupaten / kota*) .

Hasil verifikasi adrninistrasi jurnlah rninirnurn dukungan perbaikan
dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalarn hardcopg forrnulir Model

8.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ora.ng dan tersebar
di ......o/o Kabupaten/Kota/ Kecamatan*) di
Provinsi/Kabupaten/



2

Kota*) atau
sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecarnatan*),

serta dinyatakan kurang dari/ sama dengan/lebih dari*) jumlah
kekurangan dan sebaran dukungan.

2...Jumlah fotokopi identitas kependudukarr atau surat keterangan
dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran
Formulir Model B. 1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak

........ pendukung,*) serta
dinyatakan serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari")
jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam sofiapy formulir
Model B. 1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ....... orang dan
tersebar di ....................7o Kabupaten/ Kota di Kabupaten Bungo
atau sebanyak Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1

dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dinyatakan Memenutri Syarat/ Tidak Memenutri Syarat*) .

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan
masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU
Kabupaten Bungo.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Bungo;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Bungo.

KPU Kabupaten Bungo

NO NAMA JABATAIT

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

TANDA TANGAN

1

2

3

4

5

Keterangan:
*) Pilih salah satu;



MODEL BA.2-KWK
PERSEORANGAN PERB.{IKAN

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI ADMII{ISTRASI TERIIADAP KESTSUAIAN DATA

PEITDUKUI| G PERBAIKA,IT DEITGAIT PERIIYATAAIT DUXUITGAIT PERBNKAIT

DA"LAM PEIIILIHAIT BUPATI DAI{ WAISL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu bertempat di ................, KPU
Kabupaten Bungo telah melakukan verifikasi adrninistrasi terhadap
kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyatan
dukungan perbaikan dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUNGO, atas narna :

r. Calon Bupati Bungo:

e. Calon Wakil Bupati Bungo:

Dalarn verifikasi adrninistrasi tertradap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bulrti pernyatan
dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Bungo melakukan kegiatan
sebagai berikut :

1. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, narna,
jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alarnat pendukung
pada formulir Model B. 1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keteranga-n yang

diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;

2. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah
Pernilihan;

3. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;

4. Verifikasi kesesuaian alarnat pendukung dengan wilayall
adrnini strasi PPS;

5. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan
syarat usia pendukung dan/ atau status perkawinan.



2

\-,

Hasil verifikasi adrninistrasi terhadap kesesuaian data, dukungan
Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan
dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

IIASIL VERIFII(ASI ISI

FORMULIR MODEL 8.1 KIrI( PERSEORAIIGAN PTRBAII(AN

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat,
dilakukan verifikasi:
1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseor€agan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan
ma,sing- rnasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU
Kabupaten Bungo.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Bungo;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Bungo.

KPU KABUPATEN BUNGO

NAMA JABATAN

Ketua

TANDA TANGAN

Anggota

Anggota

Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

\-,

NO

1

2

3

4

5

Jumlah
Awal MS TMS
(1) (21 (3)

Anggota



MODEL BA.3.I(WK
P[R.SEOR{NGAN PERBAIKAN

\-

BERITA ACARA

HASIL \IERIFII{ASI ADMIITISTRASI TTRIIADAP KESESIUAIAN DATA

PEIYDUKUITG PERBAIKAIT DEITGAI{ DAtr"TAR PEMILIH TEIAP DAIT/ATAU

DAF"TAR PENDUDUK POTEITSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAIT BUPATI

DAIT WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu bertempat di , KPU

Kabupaten Bungo telah rnelakukan verifikasi administrasi terhadap

kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan

dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk

Potensial Pemilih Pemilitran (DP4) dalarn pemilihan BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BUNGO atas rrarna :

r. Calon Bupati Bungo:

\-,

z. Calon Wakil Bupati Bungo:

Dalarn verifikasi adrninistrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pernilih Tetap

(DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pernilihan (DP4),

KPU Kabupaten Bungo melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian

antara formulir Model 8.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar
pemilih tetap pada Pernilu atau Pernilihan Terakhir dan/atau daftar
penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi adrninistrasi kesesuaian data dukungan perbaikan
pasangan calon sebagairnana tersebut di atas, diperolekr jurnlah
pendukung sebanyak orang yarag tidak tercantum dalarn DPT

dan/atau DP4 sebagairnana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap
daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sedangkan terhadap
pendukung yang tercantrrrn dalarn DPT dan/atau DP4 dilakukan
verifikasi faktual.

Dernikian Berita Acara ini dibuat dalarn 5 (lima) rangkap, dan
rnasing- rnasing rangkap ditandatangani oletr Ketua dan anggota KPU

Kabupaten Bungo
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NO

1

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil
klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Frovinsi atam Panwas Kabupaten Kota;

5. 1 (satu) rangkap urrtuk arsip KPU Kabupaten Bungo

KPU I(ABUPATEN BUNGO

NAMA JABATAN

Ketua

TANDA TANGAN

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

KeteranEan:
*) Pilih salah satu;

\-, 2

\-.

3

4

5



MODEL BA.3.I-KWK
PERSEORANGNN PERBAI KAN

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DIITAS KEPENDUDUI{AN DAN CATATAIT SIPIL

Pada hari ini
dua ribu

tanggal bulan .......Tahun
berternpat

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo telah melakukan
penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan
perbaika.n Pasangan Calon Perseorangan pemilihan BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUNGO a.tas naraa:

r. Calon Bupati Bungo :

Dinas

\/

\./

z. Calon Wakil Bupati Bungo :

Hasil klarifikasi terhadap jurnlah pendukung perbaikan yang tidak
tercantum dalarn DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dalarn 2 (dua) rangkap, dan
masing- masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo

Berita Acara ini disarnpaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Bungo; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Jarnbi 2o-2o^

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bungo

Keterangan :

") Pilih salah satu.

Jumlah

Jumlah Pendukung yang status perbaikan

kependudukannya benar

2 Jumlah Pendukung yang status ????

3 Jumlah Pendukung yang tidak dapat perbaikan

dinyatakan status kependudukannya

No Uraian

1



MODEL BA.4-KWK
PTRSIORANGAN PERBAIKAN

BTRITA ACARA
IIASIL VERIFIKASI DUGAAIT KEGAITDAAIT DUKIIITGAIT PERBAII(AIS

PASAITGAIT CAI,OIT PER,SEORAIIGAfl DALAM PTUILIHAIT BT'PATI
DAN WAIIIL BI'PATI

\-

v

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu berternpat di. ...., KPU Kabupaten
Bungo telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap
dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUNGO atas narna :

l. Calon Bupati Bungo:

z. Calon Wakil Bupati Bungo:

verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan
Pasangan Calon Perseorangan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO,
meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada
1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;

z. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu)
Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang
dinyatakan mernenuhi syarat sebagaimana. dimaksud dalarn Berita
Acara Model BA. 1" KwK Perseorangan Perbaikan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIE'IKASI DUGAAIT KEGANDAAN

No Uraian Jumlah
1 Pendukung yang dinyatakan rnemenuhi syarat

(MS) sebagaimana tercantum dalarn ForrnuUr
Model BA. 2-KWK Perseorangan Perbaikan.

2 Pendukung yang rnernberikan dukurrgan lebih
dari l" (satu) kali kepada. 1 (sa.tu) pasangan
calon perseorangan dan dukungan tersebut
harus dihitung 1 (satu) dukungan.



,

2

\-

\-,

3 Pendukung yang memberikan dukungan
kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon,
dan sementara tetap dinyatakara mendukung
untuk dilakukan verifikasi faldual status
dukungannya oleh PPS.

4 Pendukung yang telatr memberikan dukungan
kepada pasangan calon perseorangan yang
telah dinyatakan rnemenutri syarat

5 Pendukun$/ang telatr mernberikandukung€lll
kepada pasang€rn calon lain dan telah
dinyatakan memenuhi syarat

6 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
dinyatakan rnemenuhi syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (ernpat)/S (lima)*)
rangkap, dan masing-rnasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan
anggota KPU Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disarnpaikan kepada pasangan calorr perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
5. untuk PemilihanGubernurdan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap

disarnpaikan kepada KPU / KIP Kabupaten/ Kota*) ;

KPU Kabupaten Bungo

NAMANO JABATAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

TANDA TANGAN

1

2

3

4

5

Keterangan :

") Plih salah satu



l.At\tPt RAN iuoD[t_ B,\.sKwK
PE RS T:oRAN C,\X PI] RA,-\ I K,\N

ST'RAT PERITYATAAN
TIDAK MENDIIKUI{G BAI{AL PASAT{GAN CALON PERSEORANGAN

DATA.M PEMILIHAIT BUPATI DAN WAKIL BUPATI

a. Narna

b. Nomor KTP/NIK

c. Alamat

d. TTL/Urnur
e. Jenis Kelamin

/...... tahun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah
menduktng dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO

atas nama:

r. Bakal Calon Bupati Bungo :

z. Bakal Calon Wakil Bupati Bungo :

d.an bersedialtldak bersedla*) membubuhkan tanda tangan / cap jempol pada

Surat Pernyataan ini.

20....

Yang membuat pernyataan

Keteranqan:
*) Pilih salah satu.

Yang bertanda tangan di bawal. ini :



JUMLAH
TIDAK DAPAT

DITEMUI
TMSMS

(3)(2)(1)

A. Hasil Penelitian Faktual

selanjutnya, tertradap pendukung yang tidak dapat diternui

sebagaimana tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke

Kantor ppS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan. Adapun hasil

penelitian faktual lanjutarr tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelltian Faktual LanJutan

Berdasarkan trasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada

Tabel Huruf A dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN IIASIL PENELITIAN FNITUAL

Uraian MS TMS

(1) {2) (3)

Jumlah
keseluruhan
hasil penelitian
faktual

Kolom (1) Tabel A
+

Kolom (1) Tabel B

Kolom (2) Tabel A +

Kolom (2) Tabel B +

Kolom (3) Tabel B

Dernikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lirna) rangkap, dan

masing- rnasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS'

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1.1(satu)rangkaprrntukPasanganCalonperseora.I].gan;
2.1.(satu)rangkapuntrrkPPKdilampiriSelnuadokumen

dukungan setiap Pasangan Calon perseora'ngan;

3 - 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

4 - 1 (satu) rangkaP untuk PPL; dan

5- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS'

JUMLAH

TMS I{ARENA TIDAK DAPAT

DITEMUI
TMSMS

(s){2\(1)

\./



MODEL BA.6KWK
Pr:RStiORANG,\l,l PE RBA I KAN

Pada hari ini tanggal bulan...... Tahun dua ribu
bertempat di PPK............... telah

melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan pernilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap
dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

r. Calon Bupati Bungo :

2 Calon Wakil Bupati Bungo :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK

melakukan kegiatan sebagai berikut :

telah

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faldual yang telah
dilaksanakarr oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *)

keberatan dari pasangan Calon/tim penghubung/ Panwas Kecarnatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagairnana terebut pada

angka 2 **):

PPK menerirna dan melakukan pembetulan.
Tidak dapat dibulrtikan kebenarannya dan Pasangan Calon
Perseorangan atau Tirn Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia*) rnengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/ atau kej adian ktrusus ke dalam Lampiran
Formulir Model 8A.6 KWK -Perseorang€m Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual
yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

I

REKAPITULASI DUKUITGAIT PERBAIKAIT BAI(AL PASANGN{ CAIOI{
PERSEORAIIGA.IT DALAU PEMILIHAIT GUBERITUR DAN If,AXIL GUBERIVUR

DI TIITGI(AT KECAMA'IAN



((

TABEL I
HASIL RAPAT PLEITO REIIAPITULASI DUIIUITGAIT PERBAIIIAIT PASAITGAIT CAI,OIT PERSFI)NAITGTI| DI TItrGXAT

KECA ATAI{



Berdasarkan hasil rapat pleno sebagairnana tersebut pada table di atas,
jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi
dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi sya.rat adalah
sebanyak ....... orang.

Dernikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disarnpaikan kepada :

1. 1

2. 1

3. 1

4. 1

(satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan;
(satu) rangkap untuk KPU Kabup aterr / Kota;
(satu) rangkap untuk Panwas Kecarnatan;
(satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NAMA JABATAN

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

TAIDA TANGAN

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
**) Beri tanda t{] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

NO

1.

2.
3.
4.
5.



I,A}IPIRAN I\IODEI, BA.&K\l'K
PERSTORANGAN PERBAI K,\N

PERNYATAAI'I KB'ADI]AN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUITGAIT PERBAII(Ail BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORAITGAN DALAM PEMILITIAN
BUPATI DAN WAITIL BUPATI BUNGO

DI TINGIIAT KECAMA'TAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukung€ui. Perbaikan Bakat Pasangan Calon

Perseorangan dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO di

Kecarnatan Kabupaten/Kota*) Kabupaten

Bungo telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau
pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tirn

Bakal Pasangan Calon Perseorangan*) :

v

\-
..........2020

PANITIA PEMILIHAN I{ICAMATAN
BAKAL PASAIIGAN CALON/TIM

BAr{AL PASATGAIY CALOIY *}
KETUA

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan

apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon
Perseorangan/Tirn Bakal Pasangan Calon Perseorangan
ditandatangani bersama oletr Bakal Pasangan Calon
Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua
PPK



MODEL BA.7-KWK
PERS]]0R,\N(;AN PT:RBA I KAN

REI(APITULASI DUKUITGAIT PERBAIKAil BAI(AL PASAITGAIT CALOIT

PERSEORAI{GAII DALAM PEMILIHAI'I GUBERNUR
DAN WAKIL BUPATI BUNGO DI TINGI(AT I{ABUPATEN/KOTA

\-

Pada hari ini tanggal bulan...... Tahun dua ribu
berternpat di....... ... , KPU /KIP Kabupaten/Kota

telah rnelakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pernilihan BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUNGO berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon
Perseorangan atas narna :

1. Bakal Calon Bupati Bungo :

z. Bakal Calon Wakil Bupati Bungo :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan
Kabupaten/Kota*)...... .telah melakukan kegiatan
berikut :

tingkat
sebagai

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat Ka.bupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan sebagairnana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*)

keberatan dari Pasangan Calon/tirn penghubung/Panwaslu
Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagairnana tersebut pada

angka 2**l:
D KPU/KIP Kabupaten/Kota menerirna dan melakukan

pembetulan.
D Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau

Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak
bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat
Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Larnpiran
Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangar Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil
rekapitulasi dukungan. perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :



((

TIIBEL I

IIASIL RAPAT PLEI{O REI(APIfl'IAAI DI'IIUI{GAJI PEREAIIIAT PASATOAIT CAI.OI{ PERAEORAIIGAI{ DI TII{GXAT XABI'PATEIT/KOTA

!IO URAIAIV KEC. ...... KEC. ...... KEC....... KEC. ...... KEC. ...... KtC. Dst. JUMLAII

1 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan yang memenuhi syarat

berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana

tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4
Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan

Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

berdasarkan hasil koordinasi dengan

Disdukcapil (TMS Dukcapil) dari setiap

kecamatan.

Catataa : khusus untuk Pemilihan BUPATI DAN

WAKIL BUPATI tidak perlu dikurangi TMS

Dukcapil

2 Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon

Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota.

3 Jumlah pendukung pasangan calon

Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi

syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota.

4 Jualah pendukung perbalkao patatrgao caloa

Perceoraagan hasil rekapltulasi dukuogaa tiagkat
Kabupaten/Kota.
((No.1+No.2l - No.3)

KEC. ......



\,,

\--

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table di
atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil
rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan
memenllhi syarat adalah sebanyak ...... orang.

Selanjutnya, rekapitulasi Pernilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO

dilanjutkan di tingkat Provinsi, dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

JI'MLAII DUKUITGAIY AKIIIR PASAITGAIT CALOIT PERSEORAITGAIT YAITG
MEMENUHI SYARAT

Ito Uralan Jumlah Dukurgau Jumlah Sebaraa
1 Pendukung yang Memenuhi

Syarat Berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan Paslon
Perseorangan

2 Pendukung yang Memenuhi
Syarat Berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan
Perbaikan Paslon
Perseorangan

J Pendukung yang ilemeauhl
Syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (ernpat) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai

dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalarn Pernilihan BUPATI DAN

WAKIL BUPATI .

KPU Kabupaten/Kota*!

NO

1

2

3
4
5

NAMA TANDA TANGAIT

Keterangan :
*) Pilih salah satu.
n*) Beri tanda [{] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.
***) Diisi untuk Pernilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pernilihan
Walikota dan Wakil Walikota

JABATAN
Ketua

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota



I,A}'IPI RAIi I{ODE I, 8,T.7-K\l'K
Pf, RSEORA\CA\ PERBAIKAN

v

PERNYATAAIT KE.IADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAIT PERBAIKAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO DI TINGI(AT

KABUPATENIKOTA *l

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dalam penrilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO

Kabupaten/Kota*) Provinsi

telah te{adi/tidak terjadi*) kejadian }rtrusus dan/atau pernyataan

keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tirn Bakal

Pasangan Calon Perseorangan *) :

..............202
o

\/

BAKAL PASAI{GAN CALON/TIM

BAI{AL PASANGAIT CALOIY *}
KOMISI PEMILIHAN UIUUM

I{ABUPATEIY/KOTA*I

XETUA

Keterangan:
*) Coret yang tidak Perlu
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU

Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Pasangan
Calon Perseorangan/Tirn Pasangam Calon Perseorangan
ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.



MODEL BA.8-KWK
PERSE0RA\GA\ PERITAI KA\

REI(APITULASI DUKUNGAN PERBNKAN BAKAL
PASAITGAN CALOIT PERSEORAITGAIT DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAIilL BUPATI DI TINGI{AT PROVINSI

\-

Pada hari ini tanggal bulan...... Tahun dua ribu

berternpat di KPU Kabupaten Bungo

telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan

calon Perseorangan pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO

berdasarkan hasit rekapitulasi dukungan oleh KPU / KIP Kabupaten/Kota
*) terhadap dokufiren dukungan Pasangan calon Perseorangan atas narrla:

1. Calon Bupati Bungo :

2. Calon Wakil Gubernur :

Dalarn rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat
Provinsi, KPU Kabupaten Bungo telah melakukan kegiatan sebagai

berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan

tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan

oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap trasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon

Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka I , ada/tidak
ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu
Provinsi.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka
2**l ;

D KPU Provinsi menerima dan melakukan pembetulan.

D fiA"k dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*)
mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalarn Larnpiran
Forrnulir Model BA. 8-KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan di tingkat Provinsi, berda.sarkan hasil rekapitulasi
dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

V



((

TABEL I
HASIL RAPAT PLEITO REKAPITULASI DUKUITGAN PERBAIKAN PASANGAIT CALON PERSEORANGAIT DI

TINGI(AT KABUPATTN BUNGO

NO URAIAIT
I{AB./KOTA KAB./KOTA KAB./KOTA KAB./KOTA xAB./KOTA KAB./KOTA KAB./KOTA JUMLAH

1 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan

calon Perseorangan ya.ng memenuhi syarat

berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di
tingkat Kabupaten /Kota sebagaimana

tercantum dalam Tabel I kolom jumlah
angka 4 Formulir Model BA.7-KWK

Perseorangan dikurangi dengan dukungan
perbaikan yang dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat berdasarkan hasil
koordinasi dengan Disdukcapil (TMS

Dukcapil), dari setiap kabupaten lkota.
2 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan

calon Perseorangan yang ditambah dan

memenuhi syarat karena adanya keberatan
dan dilakukan pembetulan oleh KPU

Provinsi/KIP Aceh.

3 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan

calon Perseorangan yang dicoret dan tidak
memenuhi syarat karena adanya keberatan

dan dilakukan pembetulan oleh KPU

Provinsi/KIP Aceh.

4 Jumlah pendukuag perbaikan Pasaagan caloa

Perseoraagaa hasil rekapitulasi dukungaa

ttagkat Proviasi.

{(Irto. 1+1Yo.2} - Ito.3}



Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan rnemenuhi
syarat pada BA.8-KWK Perseorangan dan BA.8-KWK Perseorangan
Perbaikan dinyatakan bahwa memenuhi syarat/tidak rnernenuhi
syarat*) jumlah minimal dukungan dan sebaran yaitu
sebanyak Pendukung, y€rng tersebar
di........Kabupaten/Kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU
kovinsi
Berita Acara ini disampaikan kepada:
1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan ca-lon perseorangan;
z. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Bungo; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Bungo

KPU KABUPATEN BUNGO

NO NAMA JABATAN
KETUA

TANDA TANGAN
1

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

Keterangan:
*l Pilih salah Satu
**l Berl tanda (it pada kotak yang tersedla terhadap uraian yang sesual

2

4

5



I.,/IJIIPIRAN MODEL BA. 8-KUTK
PERSEORANGAN PEBBAIXAN

PERITTATAAI{ KE'ADIAIT KHUSUS DAI| /ATAU KEBERATAI|
DATAM PROSES REKAPITULASI DUKUI| GAIT PERBAIKAIT

BAKAL PASAJTGAIS CAI,OI| PERSEORAITGAIT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAIT WAIilL BUPATI DI TIIGI(AT

PROVINSI

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI Provinsi

Jambi telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus danlatau

pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/ Tim

Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

BANAL PASANGAI| CALOIT/TIM

BATAL PASAITGAIT CALOII *I

20.....

KPU I{ABUPATEN BUI{GO XETUA



Keterangaa
*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatalgani oleh Ketua KPU Provinsi, dan apabila

terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim
Pasansan Calon Perseoransan dan Ketua KPU KabuDaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
PadaTanggal 12 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BUNGO
Hukum,

ttd

t


